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NIP: 19710108051997031003



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynuaq wejep 1ul sijn} BAJEY yninjes neje ueibeqges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq g

NVIY VSNS NIN
o7}

‘nery exysng NN Jelfem BueA uebBunuadey ueyiBniaw yepn uednnbuad 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

Cal )

£

%0

&

:Jaquins ueyngeAusiu uep ueywnjuesusw edue) iul sin} eAIey ynunjes neje ueibegss diynbusw Bueseq ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3did yeH

nery e)sns NiN YIiw eldio ey @

nery wisey| JireAg uej[ng jo AJISI2AIU[) dTWE[S] 3)e}S
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUSDI
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Tempat/ Tanggal Lahir : Pujud, 15 Juni 1997
Program studi : Hukum keluarga
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1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil

pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam

penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi

sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2022
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Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perubahan penetapan undang-
cundang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan. Terjadi perbedaan pendapat
Jbaik dikalangan ulama maupun dikalangan ilmuan dalam masalah penetapan usia.
“Pada dasarnya Perkawinan merupakan Masalah yang esensial bagi kehidupan
“Mmanusia ia merupakan fitrah manusia dan anugrah yang diberikan kepada
cmanusia.  karena di samping sebagai sarana untuk membentuk keluarga,
perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan
seksualnya. Dan juga sebagai bentuk ketaatan terhadap agamanya. di sisi lain
perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan
Tuhannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa
rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1) Sejauh mana efektivitas batasan usia
perkawinan di Kecamatan Tualang? 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam
terhadap perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia
perkawinan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas
batasan usia perkawinan di Kecamatan Tualang Tersebut. Penelitian ini
merupakan hasil Penelitian Lapangan (Field Research). data atau informasi
E%ersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. Sumber data primer
=dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Metode yang digunakan yaitu
@inenggunakan metode kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan
Zteknik deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas permasalahan tentang
~efektivitas batasan Usia Perkawinan (Studi Di Kecamatan Tualang). Dalam tesis
cini, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada peningkatan dalam tiga tahun
belakangan ini yg tercatat di KUA Tualang mengenai pernikahan di bawah umur.
cbeberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan
=Tualang diantaranya adalah faktor keadaan ekonomi, keadaan pergaulan, keadaan
“;Iingkungan, dan pengaruh adat yang ada di masyarakat, accident maried (hamil
~diluar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga
ckekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk
“menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya

aoengawasan dan penegakan hukum perkawinan.
]
SKata kunci : efektivitas batasan usia perkawinan, undang-undang, faktor

;_berkawinan di bawah umur.
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“Muhammad rusdi (2022) dengan judul tesis “ Efektivitas Batasan Usia
= Perkawinan (Studi Kasus
= K_ecamatan Tualang Kabupaten
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segenap puji syukur kehadirat Allah SWT

N

fyang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga
openulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah
gkepada Baginda Rasululah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma
%halli’ala Muhammad Wa’alaaihi Syaidina Muhammad yang telah mengantarkan
Cmanusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang menerang yang penuh

ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan Tesis ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program
Magister Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
Adapun judul Tesis ini adalah: “ Efektivitas Batasan Usia Perkawinan (Studi

Kasus Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”

ajels

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak

“Aerdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan masukan juga saran dari berbagai
S_E*Epihak sangat penulis harapkan demi kemajuan penulisan tesis ini. Penulis berharap
:C$emoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Penulis ingin menyampaikan ucapan
Sterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini
%erutama kepada: orang tua, Ayah, Al-marhum Iskandar, semoga ditempatkan
;,gisurganya Allah swt. Amiinn dan ibunda tercinta Amni yang telah memberikan
gdukungan baik moril maupun materil serta do’a yang tiada henti-hentinya kepada
;::anaknya, penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang
%setinggi tingginya kepada yang terhormat :
1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor
I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.pd, selaku Wakil Rektor II, dan Edi Erwan, S.pt.,

M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor Il dan pimpinan serta seluruh staff

nery wisey Ji

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau;
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N.

Bapak Prof. Dr. llyas Husti, MA. Selaku direktur dan wakil direktur serta
seluruh staff Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Riau;
Bapak Dr. Zailani, M. Ag. Selaku ketua prodi serta sekretaris prodi S2
Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif
Kasim Riau;

Bapak Dr. Zulkayandri, MA. Selaku pembimbing 1 yang telah
memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas
kesulitan dalam penulisan tesis ini;

Bapak Dr. Wahidin M. Ag selaku pembimbing Il sebagai tokoh inspiratif
yang senantiasa memberikan ilmunya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini;

Seluruh bapak/ibu dosen pascasarjana prodi Hukum Keluarga yang telah
memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa
perkuliahan yang telah memudahkan urusan selama diperkuliahan;

Seluruh teman-teman seangkatan 2015 dan Angkatan 2020, terkhusus
ustadz, salahuddin MH., Muhaimin S.psi., Khairunnizam SH., Azmi SH.,
Terkhusu Kelas B Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah sama-sama
berjuang Via Online;

Akhir kata, semoga karya akhir dari perjuangan studi S2 ini dapat

ermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak terkait serta memicu munculnya

litian-penelitian yang lain. Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta

gmasukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Untuk itu atas

m;perhatian dan bantuan seluruh pihak diucapkan terimakasih.

SWassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatubh.

nery wisey JireAg uejng jo

Pekanbaru, 2 juni 2022
Penulis

Muhammad Rusdi
NIM. 22090212669
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BAB |

PENDAHULUAN

g3diodeH @

. Latar belakang

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara

B Au

la dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup
anusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur

okok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin,

48NS N

Eemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya
aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan
melaksanakan keimanan dan ketagwaan kepada Allah swt. Sedangkan dasar-dasar
pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki
oleh seseorang sebelum melaksanakanya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.*

Di Indonesia, ketentuan syarat usia perkawinan dimulai sejak ditetapkannya
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-

ndang Perkawinan ini dapat pula disebut sebagai capaian keberhasilan Pemerintah

weEys] @els

@1

lam usahanya melembagakan praktik perkawinan di Indonesia yang bersesuain

engan kebutuhan mayoritas masyarakat yang beragama Islam.?

LATU

Ketentuan syarat usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Jo Aj181

Palam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan bagi pria

gdalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap

P
[
=
QD
>

pasal ini, maka dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan.

[y wisey] jipeg

[<¥]
£Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Ada,

t (Semarang: Unissula, 2016),Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 412

? Moch. Nurcholis, M.H, Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan

Magashid Perkawinan Dalam Hukum Islam,( Jawa Timur:laibafa Press, 2019) cet.1 h.1

1
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Bunyi secara lengkap aturan syarat usia perkawinan sebagaimana termuat
@
&ﬁlam Bab Il tentang Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah
-~

Sebagai berikut: “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19
@)

—

gsembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. “(2) Dalam

hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan

n

atau pejabit lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7

@weysng

at 1 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasal 7 ayat 1 mengenai batas

Bl

@isia perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pihak wanita sudah mencapai usia 16
(enam belas) tahun”. Pasal tersebut mengalami kerancuan atau bias hukum dan
tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut undang-
undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori

gpak-anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan dalam

e

E,ndang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dirumuskan

e[S

Rategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, undang-undang No. 30 tahun
5004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau

<
Sudah/pernah menikah).*

I

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan pada
man dahulu, masyarakat memandang pernikahan di usia “matang” akan

enimbulkan persepsi yang kurang baik. Perempuan yang tidak segera menikah

1eAg ueigng jo A3

Justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb (BKKBN,

b |

2014). Faktor sosial-budaya merupakan salah satu faktor kuat yang mempengaruhi
=

Eibid., h1-2
* Teguh Anshori, S.Sy., S.E, Tesis, Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Magasid Syariah (Studi

Analisis Di Dp3appkb Kabupaten Karanganyar) (Yogyakarta:Uin Sunan Kalijaga, 2017) h.1
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terjadinya pernikahan dini. Melalui norma sosial yang ada, sosial-budaya mendorong
@

gembiasaan dan pembentukan makna negatif mengenai nilai seorang gadis remaja.
-~

Pemaknaan negatif pada masyarakat mengenai gadis remaja yang belum menikah,
e

—

gemaknaan negatif pada keluarga miskin dan pelabelan manja pada gadis yang

menempuh pendidikan tinggi tersebut mendorong orangtua akan sesegera mungkin
=

menikahkan anak perempuan mereka walau masih berusia remaja karena apabila tidak
w

dilakukan maka akan menjadi aib dan beban bagi keluarga.’

Iy EX

Pada zaman dahulu, masyarakat memandang suatu pernikahan yang dilakukan
gada usia dewasa atau dikatakan usia “matang” bukanlah hal yang baik. Pernikahan
pada usia dewasa justru menimbulkan persepsi negatif bagi pasangan dan keluarga
besarnya. Berbagai bentuk persepsi negatif yang muncul antara lain adalah anggapan
tidak laku, terlambat nikah atau sering disebut kaseb dalam Bahasa Jawa. Banyak
penelitian telah dilakukan dan menyebutkan bahwa salah satu faktor yang paling kuat
@empengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor sosial budaya. Adanya

-5}
felabelan negative pada anak perempuan dari keluarga miskin atau bahkan pada anak

—

E(_arempuan yang menempuh pendidikan tinggi merupakan alasan yang digunakan

(e}

tuk melakukan pernikahan dini.

I

Dari tahun ke tahun, pandangan terhadap usia pasangan yang semakin dewasa

g;&us:aA

at menikah semakin baik. Masyarakat mulai dapat menerima bahwa pernikahan
kanlah hal yang harus segera dilangsungkan begitu anak memasuki usia akhil balig.
rnikahan adalah suatu proses yang perlu dipersiapkan dengan matang baik dari sisi

ik, psikis, emosional, sosial, ekonomi, baik oleh pasangan yang akan menikah

gw&gue;glg J

aupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak pasangan yang menikah.

nery wgey

> Yekti Satriyandari S.St., M.Kes Fitria Siswi Utami.,S.St.,Mns, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi

Nikah Dini??? Mau Atau Malu???, (Yogyakarta: Unisa, 2018), cet.1 h.17
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Pergeseran budaya yang terjadi pada era 1900an mulai membawa masyarakat
@

grbiasa menerima perempuan belum menikah pada usia diatas 16 tahun bahkan diatas
-~

20 tahun. Selanjutnya, pada era milenial, masyarakat pun mulai terbiasa dengan
e

—

gerempuan yang baru memulai kehidupan rumah tangga pada usia diatas 30 tahun.
Proses pergeseran budaya ini terjadi melalui proses selama bertahun-tahun bukan

=
tanpa melalui pertentangan dalam masyarakat. Pandangan pro dan kontra terus tetap

w
gda terhadap pergeseran budaya yang terjadi. Perkembangan yang terjadi pada era

>
%ilenal pun tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa
gropinsi di Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang merupakan titik-titik dengan
angka pernikahan usia dini sangat tinggi. Alasannya masih saja sangat sederhana,
yaitu kembali pada alasan makin cepat menikah makin baik, dapat meringankan

beban orang tua karena anak yang sudah menikah, khususnya perempuan tidak akan

lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya tetapi beralih menjadi tanggung jawab

Berdasarkan penelaahan, setidaknya terdapat tiga tipe pengamalan ajaran
i_s_lam dalam hal pernikahan. Adapun ketiga tipe pedoman atau asas tersebut
giantaranya : asas absolut abstrak, asas selektivitas, dan asas legalitas. Asas absolute
ébstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami
Lf;';tri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia
gang bersangkutan. Asas selektivitas, yaitu suatu asas dalam suatu perkawinan
0

=)
dimana seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dulu dengan siapa ia

leh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya. Asas legalitas, yaitusuatu asas

nery wisey] ng{

® Ibid., 18-19



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

3
\n,val

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk mencatatkan pernikahan agar sah
@

Secara hukum negara. (Ramulyo,1996, p. 34).
Beralih pada landasan hukum negara. Sahnya perkawinan menurut Undang-
ndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dijelaskan tentang perkawinan ialah ikatan

hir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

N ¥FIweeidio ye

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

S

¥ang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 undangundang nomor 1 tahun 1974

=

Qgéntang perkawinan. Jadi menurut undang undang ini perkawinan barulah ada apabila
gilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan
perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homo
seksual) ataupun dua orang wanita saja (lesbian). Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Bagi suatu negara
gan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undangundang perkawinan

-5}
fiasional yang sekaligus menampung prinsipprinsip dan memberikan landasan hukum

—

E(_arkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai

(e}

longan dalam masyarakat kita. (Ramulyo, 1996, pp. 54-55).

I

Hukum Islam sendiri memiliki kriteria tentang sah tidaknya suatu perkawinan

I AjIsa9a

ang ada di Indonesia. Adapun dasar berlakunya hukum Islam tentang perkawinan di

ms

donesia diantaranya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 jo. Undang-Undang
0. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 tahun 1974, sekarang UU nomor 1

hun 974 (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 1), dan kompilasi hokum islam.

M gieAggue)

nstruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991 jo. SK mentri agama no. 154 tahun 1991).

use

etelah ditetapkanya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar

new]

7 Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya, (Y ogyakarta:Core,2017) Jurnal

Living Hadis, Vol. Nomor , Mei 8; P-Issn: 2528-756; E-lssn: 2548-4761, h.54
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berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah UU Nomor g
@

ghun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan
-~

Sebagai berikut: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-
@)

—

%hasing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. (Ramulyo, 1996, pp. 49-5).°

=
= Dengan persetujuan bersama DPRRI Dan Presiden Rl memutuskan dan

w
fmenetapkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-

o
ﬁpdang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 sebagai berikut:
gerkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.’

Di dalam Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan kemampuan khusus yang
berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan
perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan

hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki

keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan

e

Laal
&tau berusia sembilan tahun.'
7]

Adapun kitab-kitab figh tidak membicarakan masalah batas usia, bahkan

1) orwe|

lam sebuah kitab figh diperbolehkan seseorang laki-laki dan perempuan menikah

alam usia yang masih kecil, sebagaimana terdapat dalam kitab Syarah Fath Al-

IR A

3L

odir. Kebolehan tersebut disebabkan karena tidak adanya ayat Alquran yang secara

ms

antliq menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan dan tidak pula dalam

dist nabi yang menyatakan, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat

Jez{gum

berumur enam tahun dan menggaulinya pada saat berumur sembilan tahun. Jika

b |

ailihat dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita, ditemukan

8

gbid., h. 55-56

EKompilasi hukum islam edisi lengkap, (Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2020) cet. 8 h. 108

1% yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam,

(Pontianak:Stis Syarif Abdurrahman, 2020), Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020. h. 201
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bahwa terdapat pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang
@
gang akan melakasanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur
-~

flan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-
e

—

gndang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur Bangsa

tndonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang
=
dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain
w
femperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum

=

Qg’grsebut.“
-~
< Efektivitas usia perkawinan sangat penting untuk diperhatikan. Terjadi

Peningkatan kasus pernikahan dibawah umur, khususnya di daerah Kecamatan
Tualang. Pernikahan dini menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat tersebut.
Terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Tualang adalah wilayah Perkotaan yang
padat penduduk dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi yang beragam, dan
gebagian wilayah juga pedesaan, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan
§ang sangat tinggi tidak sejajar dengan tingkat pendidikan. Pendidikan hanyalah
g?rmalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang
%Iesai dari pendidikan menengah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sﬁ/lemulai hidup mandiri sedini mungkin adalah bukti kesuksesan seseorang menurut

< !
mereka. Atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk bersegera melangsungkan

9]
@ernikahan dan mengelola perekonomian sendiri melalui lahan perkebunan yang
%]

S
@D
=
@D
el
D
=)
c
>
<
[}

Berdasarkan statistik data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

ualang menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pernikahan dibawah

wrse)] Jjuiek

ur dalam kurun waktu antara sebelum dengan setelah diterapkannya Undang-

1112?[

" 1bid., 201-202
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

g ©
o miFahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini penulis memberikan batasan pada
©
I =
£ fua Tahun sesudah pemberlakuan undang-undang tersebut dengan data sebagai
a ©
= —
8  Berikut
c 3
s =
= -~
‘;.% = Tabel 1.1
§ =
- 12 Data pernikahan di Kua Kecamatan Tualang
5
QD
Nozy Periode Peristiwa Nikah Pernikahan Di Bawah Umur
jah
1.9 2020 559 10
2. 2021 611 13

Sumber : (KUA) Kecamatan Tualang

Dalam pandangan masyarakat seringkali muncul anggapan negatif terhadap
aturan perundang-undangan yang bertentangan atau yang tidak bersesuaian dengan
éuran fikih, dengan menganggapnya sebagai produk kolonial yang harus ditentang,
grmasuk mengenai adanya syarat usia perkawinan ini yang dalam fikih empat
madzhab tidak dijadikan sebagai syarat perkawinan.?

Pandangan ini cukup ironis mengingat disusunnya undang-undang perkawinan

Agisiaarun

stru berjarak sekitar 20 an tahun sejak kemerdekaan dan dengan melibatkan para

ademisi muslim. Pandangan masyarakat muslim semacam ini sebenarnya tidaklah

2} ng jo

apat dipersalahkan selurunya, sebab nyatanya dalam khazanah fikih empat madzhab

1IBAG

emang tidak ditemukan syarat usia perkawinan. Disamping karena tidak

9 J

temukannya teks al-Qur*“an yang mengaturnya, tidak dijadikannya usia sebagai

arat perkawinan, juga didasarkan pada praktik perkawinan Rasulullah SAW.

nerygurs

2 Moch. Nurcholis, op. cit., h. 6
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dengan Aisyah yang saat itu masih berusia 6 tahun dan baru tinggal serumah saat

@)

Berusia 9 tahun, sebagaimana hadis shahih riwayat imam al-Bukhari yang artinya:

Dari Aisyah RA. berkata: Nabi SAW. menikahiku ketika aku masih berusia

ae}d|o e

am tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris Ibn

I w

ajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku
nyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang

ermain-main dengan beberapa temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi

NS IFIN

nggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia

Bl

fAenggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung
dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil
sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku
membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah
menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata:
gelamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar. Lalu ibuku
genyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku.

%_idak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah SAW. Ibuku langsung

Eenyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan

IggaA
=
c
S
&

Berangkat dari hadis di atas, para ulama tidak menetapkan adanya batasan usia
bagai syarat perkawinan. Jikalaupun misalnya ditemukan batasan, itupun hanya
batas kedewasaan yang dipersyaratkan sebagai syarat pelaku sebuah akad, dan tidak

enyangkut keabsahan perkawinan itu sendiri.**

g Mery wisey giedAg ueigns jo 43

Ibid., h 7
% |bid.,h. 8
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Termasuk salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama figh mengenai sahnya
@

;}%buah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon
-~
istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan inilah
e

—

giharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya
dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tanpa kedewasaan ini, kedua
=

pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme sektoral diantara masing-

w
fnasing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan

o
%hancuran rumah tangga. Oleh karena itu, faktor kedewasaan merupakan asas yang
m§angat penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia
selamanya.™

Namun yang perlu digaris bawahi disini, nas} al-Qur’an dan al-Sunnah tidak
pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa

melangsungkan pernikahan. Ulama figh klasik juga tidak memberi batasan yang

begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut.

Y
® Dalam kitab Figh Mazahib al-Arba’ah tidak ada penjelasan rinci mengenai
w
E_atas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas

rsyaratan calon suani dan istri yang akan menikah, ulama’ empat mazhab tidak

I

emberi batasan secara konkrit tentang batas umur pernikahan menurut hukum Islam.
inciannya sebagaimana berikut:
Menurut hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligdan

erdeka (bukan budak). b. Menurut syafi’iyah, syarat calon suami adalah bukan

BieAguejng JooAjrszoa

ahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi

ge

lon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus

rtentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.c. Menurut hanabilah, syaratnya

& heg w

Dr. Kh. Imam Mawardi,Ma, Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia

Perkawinan Di Jawa Timur, (Surabaya:Pustaka Radja, 2018 ) h. 19
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adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. d.
@

;Menurut malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan,
-~
pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami

1d

itri bukanlah satu mahram.*®

Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan

[N X

menikah ada tiga: a. Berakal b. Baligh dan merdeka c. Perempuan yang akan dinikahi

S

harus ditentukan secara utuh. Selain syarat diatas, ada dua syarat yang harus dipenuhi
o

iu:ptuk melangsungkan pernikahan, yaitu mukallaf (orang yang dibebankan untuk
%elaksankan hukum syar’1) dan istita’ah (mampu melaksankan hukum syar’1).

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi calon suami dan istri agar
sah melaksanakan pernikahan adalah:

a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-
sama beragam Islam. b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan

-5}
Grang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya

ggng berkenaan dengan dirinya. c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan
Elga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari

-
Eedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama figh berbeda

Egndapat dalam menyikapinya.*’

9]

_F: Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut Tesis ini dengan judul
%]

=)

Eafektivitas Batasan Usia Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Tualang Kabupaten
j=¥]

Siak)

A

o

2.

=

=

c

=

Ibid., h. 19-20

7 bid., h. 20
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan identifikasi
asalah sebagai berikut:
Efektivitas Usia Perkawinan
Penerapan UU No 16 Tahun 2019
Pernikahan Menurut Hukum Islam

Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang

BYSMS [N WNlweldD deH @

C.Batasan Masalah

ne

Agar penelitian ini dilakukan dengan baik dan tidak mengambang maka
diperlukan batasan masalah sebagai berikut:
1. Efektivitas Usia Perkawinan pasca berlakunya Uu No 16 Tahun 2019
2. Penerapan Uu No 16 Tahun 2019 Di Tinjau Dari Hukum Islam
D. Rumusan Masalah
Sejauh mana Efektivitas batasan usia perkawinan di Kecamatan Tualang? pasca
berlakunya undang-undang No 16 Tahun 2019?

Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perubahan Undang-undang No. 16

N d1we[s] 33e38°

Tahun 2019 tentang usia perkawinan?

EzTujuan Dan Manfaat Penelitian

ISI9ATU

A3

o Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

54

a. Untuk mengetahui Sejauh Mana Efektivitas Batasan Studi Kasus Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak

b. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam Berlakunya Uu No 16 Tahun 2019 Di
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2 Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

ner
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Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Jurusan
Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu
pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, hasil penelitian ini
diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara

baik.

F=Sistematika penulisan

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan, penulisan ini dibagi atas

lima bab yang semuanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

wn

s
¥
-
B

:1aquINs UBMINgaAUSW UED UBWNU

‘OUB}NG JO AJISIIATU) dTUI

nery wisey yu

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

AB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

berisi tentang tinjauan teoritis UU Perkawinandan Usia Perkawinan, Penjelasan
Sejarah UU Perkawinan Dan Pelaksanaannya, Penjelasan Atas Uu Ri No. 16
Tahun 2019, Usia Pernikahan Yang Baik, pengertian nikah, dan dasar hukumnya,
syarat dan rukunnya, batas usia menikah menurut hukum islam, dan batas usia

menikah menurut Undang-Undang dan penelitian terdahulu.

AB I1l: TINJAUAN TEORITIS

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan metodologi Berisi tinjauan umum
tentang Efektivitas Batasan Usia Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak)

BAB IV: HASIL PENELITIAN



14

Terdiri dari pembahasan tentang Efektivitas Batasan Usia (Di Kecamatan

c

o

st

P

c

o

<

(75}

= c
8 3
n C
c s
s =
< a
S E
O [a ¥ [%2}
¢ S5 £
o _m m
S E
-
-~ 2

m
© Hak m a milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

;'
Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il

UU PERKAWINAN DAN USIA PERNIKAHAN

Perkawinan

Hw GdioyeH o

. Sejarah UU Perkawinan Dan Pelaksanaannya
Sebelum Belanda masuk dan memulai masa kolonialis, di Indonesia telah
rdiri kerajan-kerajaan yang mempunyai andil dan pengaruh besar terhadap

eradaban rakyat Indonesia. Kerajaan kerajaan yang berdiri baik Sumatera, Jawa dan

d@ASES NIN A

Eali mayoritas Hindu dan Budha, namun daerah lainnya masih banyak berpegang
teguh pada kepercayaan nenek moyangnya yang dipengaruhi masa “Malaio
Polynesia”, dimana mereka berpegang kuat pada tradisi dan adat istiadat yang
meyakini alam yang penuh dengan kesaktian. Berdirinya kerajaan Hindu ataupun
Budha di bumi Nusantara ini tidak lepas dari andil para pedagang China yang datang
ke Indonesia dengan membawa pengaruh kepercayaan mereka.*®

Pengaruh kerajaan yang berbasis pengaruh Hindu dan Budha mencapai

S[ ?je3g

gejayaannya pada masa berkuasanya kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan

éngosari dan Majapahit di pulau Jawa. Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit

u

?rdapat patih yang andal yang bernama patih Gajah Mada. Patih ini yang telah

IS

i

‘melakukan upaya pemberdayaan hukum yaitu dengan memberi perhatian serius

Jo

grhadat hukum adat. Patih Gajah Mada telah melakukan upaya pemisahan dalam
Eengelolaan tugas kenegaraan pada bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara.
Eersoalan perkawinan, alih kekuasaan dan tentara negara telah diatur dan saat itu telah
Eerdiri badan peradilan yang disebut “jayasong atau jayapatra”. Gajah Mada pernah

—

=
penerbitkan kitab hukum yang diberi nama “Kitab Hukum Gajah Mada”.

neil

'® Nabiela Naily, S.Si., M.H.I., M.A, Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I, Dr. Holilur Rohman, M.H.I, Mahir

Amin, M.Fil.l, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2019), h. 20

15
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Runtuhnya pengaruh Hindu dan Budha memunculkan kerajaan-kerajaan Islam
@

§ bumi nusantara ini. Sekitar abad 7 Islam masuk ke bumi Nusantara, sebagian
=
pendapat mengatakan masuknya Islam ke nusantara tepat pada abad ke satu tahun
o

—

gijriyah, atau sekitar tahun 650 M. Hukum Islam mulai diberlakukan di tengah

masyarakat saat Nusantara ini dikuasai oleh para sultan. Sebagai pemegang kekuasaan
=
para sultan yang bertanggung dan aktif berperan dalam menyebar dan menerapkan
w
fukum Islam di tengah masyarakat. Karena itu para sultan mengangkat para penghulu

=

%au kadi syariah sebagai pemberi fatwa agama. Hal ini termanifes dari model
gemerintahan saat itu dimana desain tiap pendopo kabupaten selalu ada alun-alun,
masjid agung dan lembaga pemasyarakatan.™

Sebenarnya sejak awal kedatangan Islam di bumi Nusantara ini, para
pedagang Islam yang juga menyebar ajaran Islam, dalam menyelesaikan masalah
ditempuh dengan cara damai atau disebut dengan “hakam”, dan lembaganya diberi
gama “tahkim”. Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin teratur, namun

-5}
Belum ada pemerintahannya, lalu lahirnya lembaga yang bernama ahl al-halli wa al-
92}

—

nE;Aqd, adalah masyarakat mengangkat para ahli hukum Islam dalam lembaga

(=8
(e}

E_eradilan adat. Hakim atau gadhi tersebut diangkat berdasar pada kesepakatan dalam
éﬂpat marga, negeri dan macam lainnya. Setelah kerajaan Islam mulai berkuasa di
gymi Nusantara ini lembaga peradilan adat tersebut berubah menjadi peradilan
_gj/vapraja. Kemudian peradilan swapraja dirubah dengan peradilan agama.

Pada waktu Sultan Agung berkuasa di kerajaan Mataram Yogyakarta, telah

a peradilan agama dengan istilah mereka menamakan “Peradilan Serambi”. Dalam

Be) gredg ue

ruktur Peradilan Serambi ketuanya seorang penghulu hakim dan dibantu empat (4)

ang ulama yang mereka sebut Pathok Nagari. Penerapan hukum dalam peradilan

l'lEQ_[ ur

¥ bid., h. 20-21
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serambi tidak sebatas pada hukum al-Qur’an, sunnah Nabi Muhammad SAW, akan
(@)

gtapi mereka juga menerapkan hukumhukum yang ada dalam kitab al-Muharrar, al-
-~

Mahalla, kitab Tuhfaf al-Tholibin, Fath al-Muin dan fath al Wahab. Di samping
@)

—

geradilan Serambi yang menangani masalah perdata, juga terdapat Peradilan Pranata,
yang lebih khusus menangani persoalan-persoalan kriminal (pidana) Daerah yang
=

basis keislamannya kuat, masyarakatnya akan membentuk peradilan yang

w
fmenggunakan hukum Islam. Walau bentuk dan coraknya berbeda-beda daerah satu

v
Edjgngan yang lainnya. Seperti di Aceh, Kalimantan Selatan dan Timur, Jambi,
gulawesi Selatan serta beberapa tempat yang lain, para penguasa setempat yang
mengangkat para hakim Islam. Dan di pulau Jawa pada sekitar abad VI telah banyak
ditemukan Pengadilan Agama di tiap kabupaten.?

Beberapa peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa hukum Islam telah

diterima dan diberlakukan di tengah masyarakat pada saat itu, antara lain:

ln Dalam Statuta Batavia 1642 disebutkan bahwa “sengketa warisan antara orang

-5}
Bribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum
w
Elam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. Dan sebagai realisasi dan

I

l§"13

plementasi dari statuta ini lahirlah apa yang diberi nama Compendium Freijer.
Pada tahun 1768 di Cirebon terbit Pepakem Cirebon dan penggunaan kitab al-

uharrar, sedang di Bone dan Sulawesi Selatan keluar peraturan yang dibuat oleh

WS JEAIDAT

J.D Clootwijk.
Pada kesultanan Palembang dan Banten persoalan waris dan hukum keluarga

enggunakan hukum-hukum yang ada dalam beberapa kitab yang dijadikan pedoman

M HieAgue]

. Pada 25 Mei 1760, peraturan yang diberi nama Resolutie der Indische Regeering

uEse

keluarkan oleh VOC. Resolusi berisi pengakuan terhadap keberadaan dan

negy

2% |bid.,
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penggunaan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di
@

tengah masyarakat Islam Indonesia. VOC memberlakukan Compendium Freijer bagi

qe

Muslim.

d

g Dengan fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa hukum Islam telah menjadi
Eédoman hukum dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari di tengah masyarakat
Elam. Hukum Islam dengan aliran mazhab syafi’i telah digunakan di beberapa
gerajaan di bumi Nusantara ini, seperti di kerajaan Islam Samudara Pasai di Aceh
%
E}rdiri pada abad ke 13, juga di pesisir bagian utara pulau Jawa telah bermunculan
Eerajaan Islam seperti kerajaan Islam Jepara, Demak, Gresik, Tuban dan Ampel.
Beberapa kerajaan tersebut di atas, bukan hanya menggunakan hukum Islam
sebagai pedoman masyarakatnya, namun telah menjadikan para penghulu sebagai
pemelihara ajaran agama dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada bidang
peribadatan dan persoalan-persoalan tentang hukum keluarga atau bidang perkawinan.
Qemikian juga kerajaan-kerajaan Islam di belahan timur Indonesia seperti kerajaan

-5}
[slam Gowa, kerajaan Bima, kerajaan Ternate serta beberapa kerajaan yang lain telah
92}

—

g}enj adikan mazhab syafi’i sebagai pegangan hukumnya.21

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Republik

STOATU[) D

donesia adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan

I

x4}

enempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini juga tercantum
lam UUD 1945, salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara

rhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Masyarakat Indonesia tergolong

FgieAgueimg j

terogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua

D |

elompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: Agama Samawi dan Agama

n Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik.

l'lEg[ ur

I 1bid., h. 22-23
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Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal
@

maupun horisontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.?

qe

Ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga

*1dI2

egara dan berbagai daerah seperti berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang

Iwl

|

ragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat

BN

asal 134 ayat (2) IS). 2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat.
Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie

risten Indonesia S. 1933 No. 74). 4. Bagi orang Timur Asing. Cina dan warga

ReSREZIS

Del

egara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dengan sedikit perubahan. 5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan
warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat
mereka. 6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 7.

§ejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undangundang Nomor 1

e

Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.
92}

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain

ngn orwe|

a perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada

ukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974

ISToA

embaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di
lam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu
gara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang
rkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan
ndasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku

gi berbagai golongan dalam masyarakat Kita.

negy WEsed| gguez{g ueimg jo-hy

> Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, ( Bengkulu: (Unived), 2017),

Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan VVolume 4, No. 1, 2017, h. 43
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Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
@
gaka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang
-~

ferkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula
e

—

%henampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-

undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-

=
ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

S

= Adapun yang sudah menjadi peraturan peruundang-undangan negara yang
@

%engatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah: a. Undang-
gndang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik
Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,
Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. b. Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan. c.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1

Eiahun 1974 tentang Perkawinan. d. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang

e

Peradilan Agama Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang

e[S

Berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di

DI

Bengadilan Agama.?

I

Term hukum Islam merupakan terjemahan dari kata ‘al-figh al-Islami’, yang

JISIDA

[« W

alam literatur Barat disebut dengan ‘the Islamic Law’, atau dalam batas-batas yang

J

bih longgar ‘the Islamic Jurisprudence’. Yang pertama lebih cenderung kepada

uejpgnsg

Lgyari’ah, sedangkan yang kedua kepada figh, namun keduanya tidak dapat digunakan
j=¥]
gecara konsisten. Begitu juga term hukum Islam mengalami ambiguitas antara figh,
A
gaitu hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili (rinci), dan syari’ah yaitu

§eraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam
=

2 |bid., h. 44
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berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan
@

dengan kehidupan.?*

Terlepas dari berbagai definisi tersebut di atas, hukum Islam di negara-negara

uslim saat ini telah mengalami asimilasi dengan konsep hukum Barat. Pembaharuan

[lw=ei1dio ye

Rukum Islam tersebut, terutama terjadi setelah ada persentuhan antara Islam dan barat,

n

ketika masa kolonialisme. Pembaharuan yang dilakukan terutama dalam hukum status
w
personal atau bidang hukum keluarga, seperti perkawinan dan waris.

JND. Anderson membagi pembaharuan hukum Islam di negaranegara muslim

Iy EX

%enj adi tiga yaitu pertama, negara yang masih menganggap syari’ah sebagai hukum
dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. Kedua, negara yang membatalkan
hukum syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya sekular
(hukum Barat). Ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara syari’ah dan
hukum Barat.

Dalam buku “Family Law Reform in The Muslim World”, Taheer Mahmoud

ga menyatakan adanya tiga kelompok Negara-negara muslim terkait dengan

[SE21e1S

enerapan hukum keluarganya, yaitu: 1) Negara-negara yang menerapkan hukum

Jlme

luarga dan hukum perkawinan dari berbagai mazhab yang dianutnya, dan belum

iubah; 2) Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum

TR AT

1

Egrkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka; 3)

9]
gegara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah

e

= . . L
direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.

A

j=¥]
& Model pertama di atas seperti yang dianut di Saudi Arabia yang menggunakan
A

gukum keluarga dari figh mazhab Hambali, sedangkan model kedua diikuti oleh Turki

?ang pernah menggantikan hukum keluarga Islam dengan Code Civil Swiss, dan
{

**Sri Wahyuni, Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim Diaspora Di Barat (Perspektif

Hukum Perdata Internasional), (Yogyakarta:Uin Sunan Kalijaga,2014) Al-Maza>Hib, Volume 2, No. 2,
Desember 2014, h. 328
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model ketiga sebagaimana terjadi di negara-negara muslim lainnya yang menerapkan
@

@ateri hukum keluarga Islam dipadukan dengan system hukum modern Barat, baik
-~
flalam regulasi yaitu dengan legislasi ataupun dalam materinya.?

Sejak awal kehadiran islam, upaya mempositifkan Hukum Islam di Indonesia

[lw e1d

sebagai hukum yang keberadaannya diakui sebagai hukum materiil sudah pernah
=
dilakukan, karena pada masa itu Hukum Islam sudah diterapkan dan dikembangkan di
w
fingkungan masyarakat Islam. Hamka menyebutkan sebagai contoh adalah hasil karya

5
%hli Hukum Islam di Indonesia seperti Siraat al Mustagiim karya Nuruddin ar Raniri
m(i1628), Sabiil al Muhtadiin karya Syeh M. Arsyad al Banjari dan Mirrat at Tullab
karya Abdur Rauf Singkel, meskipun semuanya masih bercorak pembahasan figh
yang berorientasi pada ajaran mazhab Syafi'i,”" bahkan menurut Hamka kitab yang
ditiilis ar Raniri tersebut merupakan kitab figh pertama yang disebarkan di Indonesia

meskipun penyebarannya tidak dilakukan oleh lembaga formal yang dibentuk secara

khusus untuk tujuan tersebut.” Hal ini dikarenakan fungsionaris yang melaksanakan

e

Blukum Islam berada di tangan golongan Ulama'.?®
7]

Keadaan demikian disebabkan, setelah Islam memperoleh tempat yang kokoh

1) orwe|

lam masyarakat kota perdagangan pesisir pantai terjadi peralihan peran dari kaum

-

gﬁudagar ke tangan para Ulama". Selanjutnya para Ulama bertindak sebagai
< : ]

thngsmnarls yang menyelesaikan sengketa di antara sesame pemeluk Islam. Dalam
9]

?adaan yang demikian menurut Saefudin Zuhri melahirkan peradilan informal yang
%]

=)

g*isebut dengan "Tahkim" sebagai wadah, sarana dan tempat masyarakat
j=¥]

menyelesaikan persengketaan perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat.

2

2.

=

2

% Ibid., 329

?® Karimatul Ummah, Pengkanunan Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Dalam Bidang Hukum

Keluarga), Jurnal Hukum. No. 24 Vol 10. September 2003: 61 - 70,
File:///C:/Users/ Andi%20wahyudi/Downloads/4769-Article%20text-6174-7577-10-20160603.Pdf, h. 64
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Pendapat tersebut didukung pula oleh Zaini Ahmad Noeh" yang mengatakan
@

c%l%\hwa kelahiran "tahkim™ yang secara informal itu tumbuh dan berkembang untuk
-~
menampung kebutuhan masyarakat dan atas kehendak  masyarakat dalam
e

—

%henyelesaikan perkara-perkara tersebut. Dengan demikian meskipun "tahkim" iahir

dan tumbuh bukan atas bentukan penguasa dan merupakan wadah infomial dalam
=
menyelesaikan perkara, akan tetapi putusannya diikuti masyarakat sebagai putusan
w
yang bersifat formal. Hal tersebut dapat dilihat setiap kali terjadi masalah perkawinan

&
%aupun kewarisan selalu mencari penyeiesaian melalui tahkim dengan mencari dasar
anukan hukum yang tertuang dalam Kitab figh tersebut dan merupakan hasil abstraksi
yang berorientasi pada mazhab Syafi'i. Keadaan demikian beriangsung terus sampai
lahirnya pusat-pusat kekuasaan kesultanan kerajaan-kerajaan Islam.

Pada masa pemerintahan VOC upaya mempositifkan Hukum islam juga
dilakukan sebagai wujud kesadaran Belanda akan adanya kenyataan bahwa orang-
orang pribumi memberlakukan hukum agamanya. Belanda mewujudkannya dalam

-5}
Bentuk kumpulan materi hukum untuk dijadikan pedoman formal oleh pejabat dalam

—

Ew_enyelesaikan urusan hukum rakyat pribumi. Kumpulan materi hukum yang

tiimaksud adalah:*’

I

Compendium Freijer disusun oieh D.W Freijer berisi materi hukum perkawinan

@AJ19F0A

an kewarisan Islam yang tertuang dalam Resolutie der tndiscbe Regering tanggal 25
ei 1760. Materi hukum yang tertuang dalam Compendium Freijer tersebut

erupakan pengkanunan hukum Islam pertama pada masa pemerintahan VOC.

1eAgueims j

2. Tjirebonsche rechtboek atau yang dikenal dengan Pepakem Cirebon merupakan
A
Eitab hukum yang berisi hukum Jawa yang tua berlaku untuk wllayah Pengadilan

girebon. Kitab ini disusun atas usul Mr. P.C. Hasselaar.
=

%7 Ibid., 64-65
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3. Compendium der Vomaamste Javaansche Wetten nauwkeurig getrokken ait het
@

;Mobammedaansche Wetboek Moegharraer, dibuat untuk kepentingan landraad
-~

Semarang. Kitab hukum ini berisi tentang hukum Jawa yang disaring dari kitab
e

—

§|ukum Islam Muharrar karya ar Rafi'i, di dalamnya berisi kumpulan Hukum Tuhan,

Hukum Alam, dan Hukum Anak Negeri. Kitab ini dipakai untuk memutus perkara

=
perdata dan pidana di kalangan rakyat daerah.

wn
# Compendium Indlandsche Wetien bij de hoven van Bone en Goa, dibuat untuk

&
%i@erah Makassar atas prakarsa B.J.D Clootwijke. Compendium Freijer yang
%erupakan pengkanunan Hukum Keluarga pertama.itu padaakhimya diperbaharui
denganBesluit van den Commissaris Generaal tanggal 3 Agustus 1828 termuat dalam
Stb. 1828 nomor 55, dan pada akhirnya dicabut secara berangsurangsur dimulal
dengan materi hukum perkawinan pada abad ke-19, sedangkan hukum kewarisan baru
dicabut pada 1913 dengan Koninkiijke Besluit pada tanggal 17 Pebruari 1913 temuan
galam Stb. 1913 nomor 354. Dengan demikian tamatlah riwayat pengkanunan hukum
Eierkawinan dan kewarisan Islam yang berdiri sendiri menjadi hukum positif dan
%Ianjutnya keberadaannya hanya menumpang pada Pasal 131 (2) b Indische
SFaatsregeling (IS) yang mempakan kelanjutan dari Pasal 75 RegeringsReglement

<
R) 1954.%8

I

Pada masa setelah Indonesia merdeka pengkanunan hukum Islam dilakukan

s jo A3

tika pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan UU No.1 Tahun 1974 tentang

kok-pokok Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam PP

zm&gue;

0.9 Tahun 1975 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang ini

EZed

emang tidak secara khusus ditujukan untuk umatlslam dilndonesia, akan tetapi

adilihat dari materi hukum yang tennuat di dalamnya dapat dikatakan bahwa

l'll??_[w

%8 |bid.,
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undang-undang ini merupakan tonggak sejarah keberhasilan umat Islam untuk
@

@enuangkan nilai-nilai syariah di bidang perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari
-~
Beberapa asas perkawinan Islam yang terkandung di dalamnya, seperti asas sukarela,
e

—

gartisipasi keluarga, perceraian dipersullt, poligami dibatasi secara ketat, kematangan

zalon mempelai dan upaya memperbaiki derajat wanita. Undang-undang ini pula yang
=
dijadikan sebagai hukum materiil yang menjadi yurisdiksi PA ketika memeriksa,
w
fmengadili dan memutus perkara-perkara yang menyangkut perkawinan antara orang-

o
%ang yang beragama islam.

c Peraturan perundang-undangan tersebut selain merupakan refleksi dari
eksistensi PA juga merupakan langkah baru dalam menjadikan sebagian hukum Islam
menjadi hukum tertulis, meskipun harus diakui bahwa masih banyak bagian-bagian
dari hukum perkawinan Islam yang menjadi bagian dari kewenangan PA itu masih
berada diluar hukum yang tertulis tersebut.

Di bidang kewarisan keinginan untuk melakukan pehgkanunan tersebut pemah

la tercetuskan ketika muncul gagasan untuk merumuskan hukum waris nasional

E[SEPIEIS

§ebagaimana pada hukum perkawinan. Upaya tersebut dalam kenyataannya terganjal
ﬁjanya perdebatan di antara umat Islam sendiri menyangkut beberapa materi dari

-
Rukum waris, antara lain:?’

I

Hapusnya hak waris karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli

aris. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris terhalang untuk mendapatkan

§ URIENG J8°4)

arisan. Alternatif penyelesaiannya ada yang menyetujui dilakukan pengalihan harta
ngan cara hibah wasiat. Tetapi sebagian lagi tetap berpedapat bahwa hak
endapatkan warisan tersebut gugur karena adanya perbedaan agama antara pewaris

ngan ahli waris berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Empat

negy wiged gred

%% |bid., h. 66
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bahwa tidak ada hak mewarisi antaraorang Islam denganorang kafir dan sebaliknya
@

mﬂdak ada hak mewarisi antara orang kafir dengan orang Islam. Dengan demikian
-~

&danya perbedaan agama telah menyebabkan hijab untuk saling mewarisi.

e

—

g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Mengenai besamya bagian antara anak
laki-laki dengan anak perempuan. Ada yang menghendaki 1: 2 dalam arti anak laki-
=

faki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan sebagainiana yang diamanatkan

»
galam al-Quran. Di pihak lain ada pula yang menghendaki bahwa bagian anak laki-

=
Qfgki dengan anak perempuan adalah sama atas dasar keadilan. Alasan dari pendapat
gang kedua Ini adalah bahwa yang harus diutamakan adalah bahwa ketika Allah
menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan dimaksudkan
adanya keadilan karena laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada
istrinya. Dengan demikian -nilai keadilan yang harus diutamakan dan bukan pada

patokan angkal; 2. Jika dimasa sekarang patokan angka 1:2 sebagaimana tersebut

diatas dirasakan kurang mencerminkan keadilan maka ketentuan tersebut boleh

214

| =]
<2
3
o
o
S
Q

TWe[S

. Status dan Kedudukan anak angkat dalam masalah kewarisan. Mengenai status dan

dudukan anak angkat semua sepakat bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan

Ilma

arisan dari orang tua angkatnya. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi manakala

sg9A

I

A3

gnak angkat yang dimaksudkan temyata mengasihi dan merawat orang tua angkatnya

9]
@elebihi anak kandung. Dalam hal demikian maka untuk keadilan dan kemaslahatan
%]

=)
Lt<ﬂrhadap anak angkat yang dimaksudkan diberikan bagian atas dasar wasiat wajibah.

j=¥]
Eenetapan hukum yang demikian inilah yang memicu adanya perbedaan pendapat,
A

gebab di satu sisi ada yang menyetujui dengan alasan kemaslahatan dan keadilan

Eamun di sisi yang lain menolak dengan alasan tidak adanya hubungan nasab antara
=

anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengkanunan hukum keluarga yang
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meliputi bidang hukum perkawinan dan kewarisan baru benar-benar menjadi
@

c%’enyataan dengan lahimya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHi) yang
-~

penyebarluasannya dituangkan dalam bentuk Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI ini berisi
@)

—

gga materi hukum yakni hukum perkawinan. hukum kewarisan dan hukum

perwakafan.*
=

= Berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan
w
dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hokum di Indonesia.

o
%ukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan
%ntang perkawinan,®! hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka.

Terdapat 5 kategori ketentuan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga di Indonesia. Kategori itu

didasari atas 3 golongan penduduk seperti golongan eropa, golongan timur asing,

golongan pribumi yang kemudian dibagi menjadi :

L3

. Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan timur asing;

. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi dan timur asing yang memeluk agama

&
3

Hukum perkawinan bagi golongan pribumi yang memeluk agama kristen;

Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen;

. Hukum perkawinan bagi golongan yang melakukan perkawinan campuran.

Terhadap pluralisme hukum diatas, menjadi suatu persoalan bagi masyarakat

sey] JIIeAQUIe)[ NGO AJISRIATU FOITUMRYS] 9

Erlbumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan masalah perkawinan.
=

per

30 H
Ibid., h.67
*' Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta:Gama Media,

2017) cet,1 h.1
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Hal ini penting untuk menjaga agar perilaku asing tidak masuk kepada warga pribumi
@
g%\n mempengaruhi budaya perkawinan warga pribumi khususnya yang beragama
-~

fslam. Singkat cerita, Presiden Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-
@)

—

%’Jndang Perkawinan dengan no. R.02/PU/VI11/1973 tertanggal 31 Juli tahun 1973

untuk disampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Upaya ini tidak luput karena

=
melihat gerakan masyarakat, yaitu maraknya gerakan dan saran-saran pemikiran oleh
w

nasyarakat Indonesia yang peduli pada materi hukum perkawinan yang kebanyakan

=

© i
agdalah organisasi Perempuan Islam.*

ne

Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang surut
didalam materi yang berisikan nilai keislaman pada pelaksanaan perkawinan.
Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah ternyata
secara garis besar masih mengutip dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata
(burgelijk wetbook). Bahkan ada beberapa pasal yang secara jelas rumusanya hanya

menterjemahkan dari burgelijk wetbook dan Huwelisk ordonantie christen inlanders.

-5}
[tu semua memancing pertentangan dari para ulama dan masyakat Indonesia
92}
Ehususnya umat Islam bahwa RUU itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Easal 29 ayat (1) tentang kebebasan beragama. Pertentangan didasari atas materi

A

Eorma pada RUU perkawinan yang jauh keluar dari konsep yang ada pada Al-Quran.

i

< . . . . .
Materl yang dimaksud secara garis besar adalah tentang norma perkawinan dan waris,

9]
@erkawinan beda agama, pengaturan mengenai anak angkat, masa iddah bagi
%]

= . . ..
perempuan, larangan poligami, dan larangan mengawini saudara.

£

Terhadap pertentangan itu, maka diambil beberapa kesimpulan untuk bisa

Iey juie

engakomodir kepentingan umat islam di Indonesia yang isinya terdiri : 1. Hukum

ama Islam mengenai perkawinan tidak akan diubah atau dikurangi dengan segala

HE@[ ur

*21bid., h. 2
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sistem pelaksanaannya; 2. Norma yang bertentangan dengan kaidah islam
@
§hilangkan; 3. Rumusan pasal 2 disetujui dengan bunyinya” Perkawinan adalah sah,
-~

@pabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
e

—

gan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang

berlaku” 4. Pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan poligami harus diatur untuk

n

mencegah tindakan sewenang-wenang.*

Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum

B)SNg

pasional, Pemerintah memandang perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan

e

yang mengatur tentang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia, sehingga
dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.*

Sejarah UU Perkawinan dan Pelaksanaannya Jika melihat sejarah lahirnya
Undang-undang Perkawinan (UUP), ia mempunyai proses perjalanan yang sangat
ganjang. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda-beda dalam
ziroses pembentukannya. Selama masa persidangan, banyak kritik, pendapat, dan
ggrapan yang disampaikan oleh masyarakat terutama masyarakat muslim kepada DPR
%au kepada lembaga tinggi lainnya. Dalam menyampaikan berbagai macam pendapat
SEersebut, ada beberapa cara yang digunakan masayarakat pada masa itu, ada yang

=
Eisampaikan melalui tulisan-tulisan di media massa, surat-surat pernyataan, bahkan
Lo 2

9]
@da yang melalui pengerahan massa. Sedangkan permasalahan yang diperdebatkan,

TRy wisey JireAg ue

Ibid.,
Dr. Hj. Saidah, M.Ag, Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia

34

(Yogyakarta: Trust Media, 2017) cet.1, h.73
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secara garis besarnya berputar pada persoalan akidah, kepastian hukum, dan
@

gerlindungan terhadap kaum wanita.®

Sebenarnya, jika ditelaah lebih jauh, tidak hanya tiga persoalan tersebut yang

enjadi faktor bertele-telenya lahirnya UUP, tapi juga karena pada masa itu ada

|[lwe3d1o )

beberapa kelompok yang berbeda-beda dalam melakukan pembelaan terhadap hukum

n

yang hidup di Indonesia, ada yang jadi pembela hukum adat, ada juga yang
w

fmemposisikan diri sebagai pembela hukum Islam, dan ada yang mewakili sebagai
L

%Iompok pembela warisan hukum Belanda. Ketiga kelompok ini yang kemudian

4]
Semakin mempersulit upaya reformasi hukum perkawinan di Indonesia.

1Y wisey JIIeAg uej[ng yjo AJISIdATU) dDTWER[S] d}1e1§

% Muhammad Jazil Rifgi, M.H., Nadhifatus Shofia., Nesya Arsalia Kharisma., Virna Septia

Anggyamurni., Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum
Islam, (Pamekasan:Duta Media ,2020) h. 12
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Karena di satu sisi muncul golongan “pluralis” melawan “uniformis” yang
@

gemperdebatkan tentang unifikasi hukum dan pluralisme hukum. Sementara di sisi
-~

yang lain terdapat golongan yang memperdebatkan eksistensi hukum Islam dalam
@)

fo}) . . . .
131paya reformasi tersebut, yaitu golongan“sekular nasionalis” melawan ‘“umat

Blam”.

=

= Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak memudarkan semangat umat
w

Islam dalam mengupayakan dibentuknya undangundang yang mengatur tentang
=

Egerkawinan bagi umat Islam Indonesia. Karena selama pemerintah tidak mengaturnya
galam sebuah undang-undang, maka hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah
hukum Islam yang diresiplir dalam hukum adat berdasarkan teori receptie yang
dikemukakan oleh Snouck Horgronje, van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-
muridnya. Yang demikian ini terjadi sampai Indonesia merdeka. Karena pemerintah
kolonial hanya meninggalkan peraturan hukum formil saja yang mengatur tata cara

perkawinan, talak, dan rujuk. Sedangkan hukum materiilnya belum diatur.

Dengan beberapa desakan tersebut, sejak tahun 1950 Pemerintah Republik

ue[s] ajey

donesia membentuk panitia yang bertugas membentuk Rancangan UUP yang

I

mudian dibahas dalam sidang DPR antara tahun 1958-1959, tapi pemerintah gagal

STIATUY) D

enjadikannya sebagai undang-undang. Kemudian pada masa awal berkuasanya

I

zim Orde Baru, yaitu antara tahun 1967-1971, DPR-GR kembali membahas dua

oS 3§ A

UU Perkawinan. RUU yang pertama mengenai perkawinan umat Islam yang

Ague)

iajukan oleh Departemen Agama, sedangkan yang kedua merupakan RUU tentang

g.IE

tentuan-ketentuan  pokok perkawinan yang diajukan oleh Departemen

ehakiman.Tapi kedua RUU tersebut jugatidak berhasil dijadikan undang-undang

nery wisey

*bid., h. 12-13
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oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga DPR mengembalikan RUU tersebut
@

Repada pemerintah.®’

qe

Kegagalan ini mengundang reaksi dari beberapa organisasi, seperti lkatan

ve1dio

arjana Wanita Indonesia, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam

donesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam yang mendesak pemerintah untuk

engajukan kembali RUU Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan

S BN ¥|w

el

ijadikan sebagai undang-undang. Akhirnya, Pada bulan Juli 1973, Pemerintah

e

kembali mengajukan sebuah RUU Perkawinan kepada DPR-RI. Setelah mendapat
ganyak tanggapan pro-kontra mengenai beberapa bagian penting materi RUUP
tersebut, baik di DPR maupun di dalam masyarakat, akhirnya tercapailah kata
mufakat di antara anggota DPR. Setelah mendapatkan persetujuan DPR, Pemerintah
mengundangkan UU Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam UU No. 1 tahun
1974.

Diterbitkannya UU Perkawinan ini pada dasarnya akan lebih baik dan lebih

rcorak Indonesia. Sehingga ia ditengarai sebagai hukum nasional yang sepenuhnya

WeIsPiels

rcipta berdasarkan hukum dan politik hukum Indonesia. Karena undang-undang

DI

rsebut dapat memenuhi aspirasi dan dapat memberikan solusi bagi masyarakat

I

STOA

donesia yang heterogen.®

I

;h Meskipun UU Perkawinan sudah resmi diundangkan, ia masih saja
9]

@endapatkan reaksi yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Penilaian positif tentang
%]

=)

E;ndang-undang tersebut disuarakan oleh kebanyakan organisasi perempuan.
j=¥]

Sementara organisasi Islam mengeluarkan kritik yang keras. Bahkan diusulkan pula
A

%gar undangundang tersebut ditarik kembali dan dibuat RUU baru yang isinya sesuali
=

c

—

*"Ibid., h. 13-14

*8 bid., h. 14
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dengan Hukum Islam. Namun karena heterogenitas masyarakat Indonesia yang sulit
@

ci)iFntuk disatukan, maka umat Islam menerimnya sebagai undang-undang. Karena
-~
tindang-undang tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh Hukum Perkawinan “Negara

1d

Penjajah” sebagaimana RUU sebelumnya, tapi ia sudah dipengaruhi Hukum Islam.™*
Pada tahun diundangkannya, yakni tahun 1974, UU No. 1 tahun 1974 belum

sa dilaksanakan secara efektif. Karena pada tahun tersebut belum dikeluarkan

Ssos [N X

eraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pelaksanaan UU tersebut. Oleh

rena itu, setelah mengalami proses kurang lebih 15 bulan setelah diundangkannya,

LA

el

aka pada tanggal 1 April 1975 dikeluarkan PP tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
yang kemudian resmi diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975.

Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk dapat memperlancar dan
mengamankan pelaksanaan UU Perkawinan yang sudah lama diundangkan. Sehingga
cita-cita negara dalam melindungi warganya dapat tercapai, harapan akan adanya

lgrepastian hukum terkait dengan perkawinan dapat terpenuhi dengan baik, dan

e

@insipprinsip perkawinan yang sudah dirumuskan dalam UU Perkawinan dapat

e[S

dilaksanakan dengan efektif.*’

I

n?2

Semenjak kemunculannya, Islam sangat berkaitan erat dengan upaya

SEOATU

onstruksi dan pembentukan masyarakat, yaitu upaya membentuk masyarakat lebih

I

inamis dan lebih maju. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat, ada dua model

s J

aran Islam yaitu ajaran Islam yang berbentuk konstan nonadaptabel. Ajaran ini

%]

=)

Eerkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang bersifat transenden. Sifat
j=¥]

ajaran Islam ini adalah final-absolut tanpa menerima kritik dan perdebatan (ghairu
A

o

gabilin li al-Naaqdi wa al-Nagash). Ajaran Islam yang lain adalah ajaran yang bersifat
=

c

—

**Ibid., h. 14-15

“%bid., h. 15
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elastis adaptabel. Ajaran-ajaran ini berkaitan dengan persoalan yang berada di
@

géilayah praktis historis. Posisi hukum keluarga berada pada posisi yang kedua, yang
-~

flapat menerima perubahan selama tidak bersebrangan dan menyimpang dari tujuan
@)

—

geberadaan hukum Islam (Magashid al-Shariah).* Pembaharuan hukum Islam
dirasakan perlu untuk mengadaptasi hukum Islam dengan dinamika masyarakat

=
muslim yang hidup pada zaman berbeda pada saat kemunculan hukum Islam pertama

w
kali. Dinamika sosial seringkali menghendaki pembaharuan hukum, baik secara

7
!éj-yolutif maupun revolutif. Hukum seiring berubah dengan perubahan dinamika
%asyarakat.

Berkaitan denga sikap negara-negara Muslim terhadap pembaharuan hukum
keluarga Islam, secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga model. Pertama,
negara-negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan terhadap hukum
keluarga. Negara-negara ini, hukum keluarga muslim yang diberlakukan pada
warganya adalah hukum keluarga yang tertulis dalam kitab-kitab figih konvensional,
Zéperti kitab figih al-Umm, al-Mabsut, dan al-Mudawwanah, dll. Adapun contoh

E(_egara muslim yang termasuk kategori ini adalah Arab Saudi yang memberlakukan

Eagi warganya hukum tertulis dari kitab-kitab seperti al-Mughni, Majmu’ al-Fatawa

Kedua, negara-negara yang telah meninggalkan konsep figih konvensional dan
elakukan pembaharuan secara liberal. Hukum keluarga muslim yang diberlakukan

Negara ini adalah hukum keluarga muslim yang baru sama sekali, meskipun tidak

esti isi ada bab dalam Hukum Perkawinannya semuanya baru. Masalah-masalah

IEe)] HieAQUelEs Jo A31seaa

ukum Perkawinan yang baru biasanya diambil dari hukum sipil Eropa. Turki adalah

ntoh negara termasuk kelomok ini, walaupun terdapat juga materi-materi hukum

Hukum

ﬁl‘lEg_[UJ

Dr. Afig Budiawan, M.Hi, Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Prodi
Keluarga, Stai H.M Lukman Edy Pekanbaru, Article, 2020,

File:///C:/Users/ Andi%20wahyudi/Downloads/11 Article%20text-45-1-10-20200629.Pdf h.88-89
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yang masih terus dimodifikasi dari konsep figih konvensional. Kemudian Kketiga,
@

c;)%gara-negara yang mengadakan pembaharuan secara moderat untuk disesuaikan
-~

flengan tuntutan dan perubahan zaman, sesuai dengan tuntutan dan konteks
@)

—

gontemporer. Dapat pula dikatakan, pembaharuan dengan kompromi antara konsep
konvensional dengan tuntutan dan perubahan zaman. Negara yang masuk pada
=

kelompok ini adalah mayoritas Negara Muslim, misalnya Mesir, Tunisia, Pakistan

w
gan Indonesia.

=
; Menurut para pakar hukum Islam, pembaharuan hukum Islam, termasuk
gukum perkawinan Islam, yang terjadi di dunia Muslim ini disebabkan beberapa
faktor, antara lain 1) Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang
terdapat dalam kitab-kitab figih klasik tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan
masyarakat terhadap hukum baru sangan mendesak untuk diterapkan, 2) pengaruh

globalisasi ekonmi IPTEK sehinga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya,

terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya, 3) pengaruh reformasi

e

Ealam berbagai bidang yang memberikan peluang kepad hukum Islam untuk menjadi

e[S

pahan dalam membuat hukum nasional, dan 4) Pengaruh pembaharuan pemikiran

DI

Eukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat Internasional,

I

aupun nasional, terutama hal-hal menyangkut perkembangan sains dan teknologi.*?

STIA

I

Pembaharuan hukum Islam yang ada umumnya memiliki beberapa sifat, yaitu

mms 3o 4

) dalam bentuk kodifikasi, yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab
dang-undang sebagai perundang-undangan negara, (2) tidak terikatnya umat Islam

nya pada satu mazhabhukum tertentu, yang disebut dengan takhayyur (seleksi)

| gw&g ue

endapat yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, (3) penerapan (tatbiqi)

use

nery

*2 1bid., h. 90



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

=

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

]

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

{|)

£
)

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

36

hukum terhadap peristiwa baru, dan (4) perubahan hukum dari yang alama kepada
@

gang baru yang merupakan tajdid reinterpretasi.

Sementara itu, Anderson mencatat empat metode umum yang digunakan

¢e1d1o Y

rjana dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer adalah

) lewat aturan dan kebijakan yang bersifat prosedural administratif sesuai dengan

n 3w

gturan zaman modern, yang dalam istilah lain disebut al-Siyasah al-Shari“iyyah tetapi

S

Subtansinya tidak berubah, (2) Takhayyur (memilih salah satu dari sekian pandangan
=
%azhab figih yang ada, bukan saja dari mazhab-mazhab populer tetapi juga dari
%azhab-mazhab kecil lain, disamping juga dalam satu masalah tertentu, (3) Ijtihad
dengan jalan mereinterpretasi teks Syari“ah, dan (4) menggunakan alternatif lain,
misalnya dengan memberikan saksi secara administratif bagi yang melanggar, tetapi
tidak berdasarkan alasan Syari“ah.

Adapun rancangan pasal-pasal yang dianggap mendapat kritik paling keras

dari kaum muslimin Indonesia adalah: 1. Rancangan aturan pencatatan perkawinan
o

e

@bagai syarat sah pernikahan 2. Poligami harus mendapat izin dari pengadilan 3.

e[S

Egmbatasan usia minimal boleh menikah, 21 tahun untuk laki-laki, dan 18 untuk

DI

Eerempuan. 4. Perkawinan antar pemeluk agama 5. Pertunangan 6. Perceraian harus

Al

aengan izin pengadilan 7. Pengangkatan anak.*

I

Poin-poin di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan
ga tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia. Asmah Sjahroni,

isalnya, yang mengomentari aturan larangan pernikahan di bawah umur justru

RHieAgueimg jo 4}

emberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas.
Akhirnya, Pemerintah pun bersikap melunak untuk mempertimbangkan

ulan-usulan perubahan yang diajukan kaum Muslimin. Hal ini disadari karena akan

l'lEa[ urisedy|

* Nety Hermawati, Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Stain Jurai Siwo Metro :

Mizan, 2015) Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 h. 38-39
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ada bahaya lebih lanjut apabila masalah tersebut berlarutlarut. Berbagai loby
@

%Iakukan di tingkat fraksi dan pemerintah, seperti antara Fraksi ABRI dan Fraksi
-~

Persatuan Pembangunan. Di dalam DPR sendiri dibentuk Panitia Kerja yang terdiri
e

—

gari utusan masing-masing fraksi untuk membicarakan secara intensif usul-usul
amandemen bersama pemerintah.

=
= Setelah UU Perkawinan disahkan, dibuat beberapa aturan pelaksanaannya,

w
Yaitu: Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Kedua, Peraturan

=
ﬁgenteri Agama (PMA) dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga, Petunjuk Mahkamah
g\gung. Dalam Pasal 67 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan: (1) PP ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Oktober 1975, (2) Mulai berlakunya PP ini merupakan pelaksanaan
secara efektif dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam diatur
dalam PMA no. 3 dan no. 4 tahun 1975 (yang kemudian diganti dengan PMA no. 2
tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No.
ggla Tahun 1975 tentang Pencatatan perkawinana dan Perceraian pada kantor catatan
%pil. Sedangkan isi petunjuk MA adalah bahwa MA telah memberikan petunjuk
g(_apada ketua/hakim pengadilan negeri dan ketua/hakim pengadilan tinggi di seluruh
Edonesia supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran UU
<

(g°] .
perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. A

Selanjutnya pada tahun 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1983 yang

B1S jo &3

engatur tentang izin perkawinan poligami dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

NS). Kemudian PP ini disempurnakan dengan dikeluarkannya PP No. 45 tahun

Agyue)

90. Terdapat dua sumber yang menyebutkan mengapa PP No. 10/1983 ini lahir.
ertama, karena adanya laporan dari seorang istri kedua pejabat PNS yang

rnikahannya tidak dicatatkan (isteri simpanan). la mengusulkan untuk dibuat aturan

l'lE'g_[ uIreey g.IE

*“bid.,
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yang dapat melindungi para istri PNS. Kedua, kehadiran PP ini konon dalam rangka

@)

FRemenuhi keinginan dari lbu Tien Soeharto.

Penulis melihat kelahiran PP ini tidak terlepas dari rekaman sejarah mengenai

=£1dI10 e

ntutan kaum perempuan berkaitan dengan poligami. Desakan kaum perempuan

ng begitu kuat, di samping berbagai fakta yang terjadi telah mendorong pemerintah

1N 1w

engeluarkan PP ini yang notabene berlaku hanya bagi PNS. Mengapa PNS?

W S

arangkali melihat konfigurasi politik saat itu, PNS sebagai abdi Negara merupakan

ggota masyarakat yang mau tidak mau harus mematuhi dan mendukung kebijakan

e

nel
D
«
QD
=
g
N
ol

Satu tahun berikutnya, terbitlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang
berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan proyek
pemerintah sejak tahun 1985 untuk membuat kompilasi hokum Islam dalam 3 bidang,
yaitu pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Dalam penyusunan KHI ini digunakan

empat jalur, yaitu (1) jalur kitab figh; (2) jalur wawancara dengan ulama-ulama

je

fhdonesia; (3) jalur yuresprudensi peradilan agama; dan (4) jalur studi banding ke

aroko, Turki dan Mesir. Lahirnya KHI ini merupakan suatu kebutuhan untuk

engakhiri ketidakpastian hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama. KHI juga

SR AT dI@E[S

bagai bagian dari proses unifikasi hukum.

I

Demikianlah, pada masa orde baru ini telah disahkan dua aturan mengenai

S 30 &)

Eerkawinan, yaitu (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan beberapa peraturan
%]

=)
gelaksanaannya dan (2) Inpres No. 1 Tahun 1991. Hingga sampai saat ini keduanya
j=¥]

EJenjadi acuan resmi dalam mengatur perkawinan, Kedua acuan tersebut yang pada
A

o
éra reformasi - seiring terbukanya iklim demokrasi - mendapatkan sorotan publik

nery w

* bid., 39-40
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yang intensif antara usulan untuk melakukan perubahan dan reaksi atas usulan
@

Perubahan tersebut. 46

Penjelasan Atas Uu Ri No. 16 Tahun 2019

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan adalah sebagai bentuk

rlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-

NI W ejdm y

gnak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan anak di bawah umur
=
pasih banyak terjadi. Mengingat perkawinan dini rentan akan terjadinya kekerasan
Q

éﬂmah tangga, kekerasan seksual maupun tingginya perceraian.

c

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) “memberikan kategori umur yang baru,
adanya kategori umur baru yang dikeluarkan WHO membuat pihak yang berwenang
mempertimbangkan kembali mengenai pengelompokkan pelayanan terhadap
masyarakat. Mulai dari penyusunan kebijakan, program maupun kegiatan dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditinjau kembali. Kategori umur

9]

§VHO tersebut cukup berbeda dengan kategori umur sebelumnya maupun kategori
@

gmur dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.Kategori umur yang lama
gjenurut WHO sebagai berikut”: Masa balita 0 — 5, Masa kanak — kanak 5 — 11, Masa
=

@maja awal 12 — 16, Masa remaja akhir 17 — 35, Masa dewasa awal 36 — 45, Masa
Eéia pertengahan 45 -50, Lanjut Usia 60 — 74, Lanjut usia tua 75 — 90, Usia sangat tua
=]

'-ghgo 47

e Dampak pembaharuan kategori umur menurut WHO tersebut cukup
j=¥]

ﬁ;engejutkan, mengingat batas usia pemuda 65 (enam puluh lima) tahun. Ini berarti
o

gsia 60 tahun tidak lagi dikelompokkan pada usia tua seperti kategori usia yang lama
=

3

“®Ibid.,

*” B.Rini Heryant, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, (Semarag:Universitas

Semarang,2021), Jurnal lus Constituendum | Volume 6 Nomor 2 April 2021 h. 132
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oleh WHO. Usia 17 ( tujuh belas) tahun masih dianggap sebagai anak—anak. Hal ini
@

g)l?erbeda dengan pembagian kelompok umur menurut Depkes dimana sebelumnya usia
-~
tisia 17 (tujuh belas ) tahun sudah masuk kelompok remaja akhir. Hal ini tentu
e

—

gerdampak pada sudut pandang masyarakat terhadap usia yang dianggap dewasa atau

tua. Selain itu pelayanan maupun kesehatan untuk masyarakat juga perlu ditinjau
=
kembali. Kebijakan yang dahulu hanya ditujukan khusus untuk remaja saja, saat ini
w
jtiga harus mempertimbangkan agar dapat dilaksanakan untuk orang berusia 65 (enam

=
2 : 48
puluh lima) tahun ke bawah.

4]
c

Pertimbangan pembagian usia ini disesuaikan dengan kemampuan orang
dalam beraktivitas. Kelompok usia tua ini disesuaikan dengan kemampuan orang
dalam beraktvitas. Kelompok usia tua atau manula ditujukan bagi usia 80 (delapan
puluh) ke atas dengan kemampuan orang dalam pertimbangan pembagian usia ini
disesuaikan dengan kemampuan orang dalam beraktivitas. Kelompok usia tua atau
§anula ditujukan bagi usia 80 (delapan puluh) tahun ke atas, mengingat terbatasnya
=;E;_ktivitas yang masih bisa mereka lakukan. Untuk penggolongan usia di bawah 65
?(enam puluh lima) tahun masih dianggap usia muda atau dewasa karena kelompok
gmur tersebut dianggap masih dapat melakukan aktifitas dan kegiatan yang sesuai
o
g_engan penggolongan usia mereka. Pengelompokan terbaru dari WHO ini bertujuan
g)ntuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup manusia. Penilaian terhadap
%ualitas kesehatan dan harapan hidup manusia akan semakin mudah dipantau jika
Eengelompokan usia tersebut tidak terlalu banyak. Dengan semakin sedikit dan
grbatasnya pengelompokkan usia hanya dalam 5 kelompok akan menyebabkan
émakin sedikitnya variabel yang dipergunakan dalam perhitungan untuk kepentingan

=
Kualitas hidup dan kesehatan mereka sendiri.

*bid., h. 132-133
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Menurut Departemen Kesehatan R.I, “anak merupakan aset masa depan
@

g)léngsa yang harus dijaga dan diperhatikan perkembangannya. Karena mereka
-~
Merupakan penerus yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebagai
@)

—

gegara hukum perlindungan terhadap anak sejak masih di dalam kandungan memang

merupakan hal yang penting, maka diperlukan batasan-batasan umur anak yang
=
dimasukkan dalam kategori-kategori umur sehingga dalam memberikan pendidikan,
w
perhatian, maupun hal yang lain dapat lebih tepat dalam penerapannya”. Adapun

o
%tegori-kategori umur yang diberikan oleh Depkes sebagai berikut : 1. Masa balita :

QO

@ — 5 tahun 2. Masa kanak-kanak : 5 — 11 tahun. 3. Masa remaja awal : 12 — 16 tahun
4. Masa remaja akhir : 17 — 25 tahun 5. Masa dewasa awal : 26 — 35 tahun 6. Masa
dewasa akhir : 36 — 45 tahun. 7. Masa lansia awal : 46 — 55 tahun 8. Masa lansia akhir

: 56 - 65 tahun 9. Masa manula : >65 tahun.

Beberapa peraturan yang mengatur batas usia anak belum ada keseragaman,

) : . . - B .
seharusnya dilakukan keseragaman mengenai usia anak. Hal ini sangat penting dalam
o

hukum perdata agar tidak ada kebingungan dalam masyarakat dan agar ada kepastian
j+¥]

Eukum.Undang-Undang Perkawinan telah merevisi batas usia perkawinan pada pasal
=

Z; yaitu memberlakukan batasan umur yang sama yakni 19 tahun bagi laki-laki dan

m

perempuan. Pada perubahan ini terdapat kemajuan dalam gender karena sudah tidak
e

g}da dikriminasi lagi. Namun masih perlu dicermati dalam pelaksanaan batasan usia
=
Eerkawinan.49

nery wisey JrreAg

*bid., 134
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Peraturan perundang-undangan Indonesia sangat jelas menyebutkan bahwa
@

g’sia minimal seorang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon
-~
fengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan.®

[lw e1d

Secara gramatikal, menurut penyusun, norma undang-undang perkawinan

ususnya ayat (1) pasal 1 memiliki preskripsi tunggal, yaitu menentukan secara

éfinitif usia minimal kebolehan seseorang melakukan perkawinan. Menyambung
=

;iyat (1), pada ayat (2) pembuat undang-undang juga secara normatif mengantisispasi
éﬂaabila terjadi penyimpangan dalam hal usia ini. Tertulis sebagai berikut:Dalam hal
;enyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

pihak wanita.

Norma ini—ayat (2) pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

dasar hukum bagi praktik dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan apabila
9]

&da kasus permohonan dispensasi kawin. Penyimpangan dalam ayat (2) di atas tidak
gijelaskan lebih lanjut oleh undangundang, tetapi dapat dimengerti yang dimaksud
Eenyimpangan adalah  kasus belum cukup usia untuk melangsungkan
=

éerkawinan.Eksistensi ayat (2) ini, menurut penyusun, melenturkan kekakuan batas

118

sia perkawinan sebagaimana ayat sebelumnya. Konsekuensinya, para hakim dapat

&

S 30

ngan bebas menetapkan kasus dispensasi sesuai situasi dan kondisi. Bahkan secara
dikal dapat dikatakan hakim memiliki kewenangan melegalkan perkawinan anak,

ih-alih berpegang teguh pada fleksibilitas hukum Islam dan mencegah terjadinya

g hery wisey jieedg yel|

Muhammad Jihadul Hayat, Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam

Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, Journal Equitable 49, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018 h. 54
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mudarat yang lebih besar Untuk melihat tujuan hukum pembuat undang-undang
@

dalam merumuskan umur perkawinan berikut penyusun kutip secara langsung.>

Q0
-~
o
° Dalam ketentuan pasal 288 UUD RI Tahun 1945 , Di cantumkan bahwa setiap
job)
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

A

ng sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

ﬁerkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*?

Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya

By sn

@izinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah
rcnencapai usia 16 Tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan
dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 UU tentang
perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan
bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi

0 22/ PUU-XV/ 2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam

wepF 2jels

putusan tersebut yaitu “ Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita

n

Eu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak-hak
(1]
Konstitusioanal warga Negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil
e
@an politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social, dan kebudayaan, yang
=

;Eharusnya tidak boleh dibedakan semata-mataberdasarkan alasan jenis kelamin,

9 2]
‘haka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

I

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia

3

Ise

minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan

b

aiskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana

*! Ibid., 54-55
>? Kompilasi hukum islam edisi lengkap, op. cit., h. 111
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dijamin dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telahmenimbulkan
@

§skriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin
-~

flalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

d

; Dalam hal iniketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah
dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk

n

keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya mahkamah konstitusi
w
fmemerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama 3

2
Qgéhun melakukan perubahan terhadap UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c Perubahan norma dalam UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini
menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau
dengan menaikan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas
minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur
perkawinan bagi pria , yaitu 19 tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

elangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

We[SEieiS

npa berakhir pada perceraian dan mendapat juga kenaikan batas umur yang lebih

DI

goi dari 16 tahun bagi wanita keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan

gl

ntuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan

IIoA

A3

§5|k0 kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak

9]
gehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua

ue

Lzerta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. 3

Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun

ey jie

§974 tentang perkawinan mulai diajukan dalam rapat Badan Legislasi DPR RI pada

gnggal 20 Agustus 2019. Setelah melalui beberapa harmonisasi dan pembicaraan
=

>3 Ibid., h. 111-112
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antar para penyusun undang-undang, pada tanggal 14 Oktober 2019, UU ini disahkan
@

@eh Presiden. Salah satu latar belakang ditetapkannya UU ini adalah terjadinya
-~

Kompleksitas hukum dalam permasalahan perkawinan di Indonesia serta tidak adanya
e

—

i%htegrasi antara UU perkawinan dengan UU PKDRT dalam pemeriksaan perkara

perdata sehingga menyebabkan kaum perempuan dan anak terhalangi dalam

=
memperoleh akses terhadap keadilan.>

w

= Undang-Undang no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun
5

QD

1974 tentang perkawinan hanya berisi beberapa pasal perubahan. Pasal-pasal yang
giubah dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :1. Pasal
7 yang berisi ketentuan batas usia perkawinan2. Pasal 65 yang berisi tentang
permohonan perkawinan berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Batas minimal usia perkawinan pada UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pada UU no. 16 tahun 2019, pasal
@diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.22 Selain itu, pada pasal 7 juga diberi
Efgtentuan tambahan mengenai dispensasi yakni adanya tambahan ketentuan tentang
gispensasi yakni kewajiban mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai.

gedaksi pasal 7 ialah sebagai berikut:

I

Pasal 7 : (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

£31819A

Eencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”(2) “Dalam hal terjadi penyimpangan

S

E_‘grhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

e

=)
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

1eA

atasansangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”’(3) “Pemberian

D |

dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan

endapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”(4)

negy w

>* Dr. Ahmad Rajafi, M. HI, Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi,

(Yogyakarta:Cv. Istana Agency,2020) cet. I, h. 224
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“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon
@

@empelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga
-~
Ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

1d

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Sedangkan pada pasal 65 ialah penambahan point berupa pasal 65A yang

nxrw

berisi tetap berlakunya permohonan perkawinan berdasarkan UU no. 1 tahun 1974

S

tentang perkawinan, ketika UU No. 16 tahun 2019 mulai berlaku. Redaksi lengkap
2

gflsal 65A ialah sebagai berikut:Pasal 65A“Pada saat Undang-Undang ini mulai
gerlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan
5355

ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Usia Pernikahan Yang Baik

Menurut Mud’har (2011), Kematangan emosi mempunyai pengaruh yang
suﬁngat besar terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.>® Kematangan emosional

(g°]

dapat ditandai dengan :

j+¥]

« Cinta Kasih (kasih-sayang)

Mengartikan “cinta” tidak hanya sebatas suka-sama suka, namun ada nilai-

AJISIDATUPOTUX

lai yang lebih konpleks, adanya tenggang rasa, toleransi, solidaritas, tanggungjawab

n

lam segala kehidupan berumah tangga. “Cinta” bukan berarti adanya kemauan

tuk melakukan hubungan seksual.

Emosi yang terkendali

nery wiseyy juredg uegng

> Ibid., 224-226
*® Yekti Satriyandari S.St., M.Kes Fitria Siswi Utami.,S.St.,Mns, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi

Nikah Dini??? Mau Atau Malu??? (Yogyakarta: Unisa, 2018), cet. 1, h.45
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Rasa ingin marah, benci, cemburu, cinta, senang, bahagia adalah suatu dari
@

ginosi yang mungkin terjadi pada setiap orang. Perasaan-perasaan ini adakalanya
-~

flatang atau muncul dengan tiba-tiba, apakah karena adanya sebab, ataupun tidak
e

%énpa adanya penyebab yang jelas. Semua emosi harus mampu kita dikendalikan, baik

emosi yang mengarah ke negatif maupun mengarah ke positif. Artinya walaupun kita
=
amat sangat mencintai sekali, bukan berarti kita harus memberikan apa saja kepada
w
grang yang dicintai, perasaan cinta harus dikendalikan dan dibatasi. Tidak sedikit

=
© - : . :
pasangan suami istri yang cerai hanya kurang mampu mengendalikan emosi.”’

4]
c

c. Emosi yang terbuka

Mengendalikan emosi bukan berarti tidak boleh marah, tidak boleh sedih,
tidah boleh cemburu. Rasa marah dan cara cemburu perlu ditampakkan, agar orang
lain dapat mengetahui apa yang kita rasakan. Selain itu kita juga harus terbuka

terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain.

9]

-

g. Emosi yang terarah

™)

8

A Melampiaskan emosi bukan suatu hal yang “haram” dalam suatu rumah
!

=

tangga, namun harus proporsional dan sesuai dengan fakta yang ada. Kata orang tidak
(1]

Enelakukan sesuka hati. Kalau memang waktunya marah, ya marah, namun harus tahu
=]

Kepada siapa harus marah. Marah dikantor dibawa pulang.

=

5

; Kesiapan yang lain bagi calon pasangan suami istri yang perlu diperhatikan,
]

Eghwa pernikahan tidak sekedar mempersatukan dua orang yang berbeda jenis
A

Kelamin kedalam suatu ikatan pernikahan, namun juga mempersatukan nilai-nilai,
=2

stkap, kebiasaan, kebudayaan, bahkan dua keluarga besar yang pasti sangat berbeda,
j+¥]

=

agar tidak terjadi konflik. Adanya hak dan kewajiban bagi suami atau istri, sehingga

>"bid., h. 45-46
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masing-masing berkewajiban untuk mejalankan tugasnya sebagai seorang istri
@

Faupun sebagai seorang suami.

Laki-laki dan perempuan ketika sudah memutuskan untuk menikah atau

Iz e1dio ye

erumah tangga dengan begitu individu tersebut sudah siap untuk beradaptasi dengan
luarga barunya. Dalam kehidupannya manusia adalah sebagai makhluk individu

n sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan saling berhubungan individu yang

LSNJNI| A

tu dengan individu lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan mau tidak mau

ereka harus saling bergantung untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam kehidupan

negy e

tersebut manusia bisa mengenal manusia lain tidak hanya berdasar dari ciri-ciri fisik
tetapi juga dari kepribadian mereka. Kepribadian adalah hal yang sangat penting
dalam kehidupan sosial manusia karena hal tersebut tidak hanya merupakan sebagai
penentu seseorang berperilaku tetapi juga merupakan identitas untuk membedakan
antara orang yang satu dengan yang lain karena dalam hidupnya manusia tidak bisa
iuﬁma dengan orang lain karena mereka merupakan individu yang bisa berpikir secara
andiri tentang diri mereka dan ada yang membedakan mereka secara psikis yang

Eemudian berpengaruh pada cara mereka berperilaku dalam masyarakat (Sari,

(e
2013).%
m

Suatu perkawinan, secara ideal dilakukan oleh pasangan pria-wanita yang

Jo Aj181

t€lah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Kematangan

nIa;iologis adalah apabila seseorang telah memiliki kematangan baik dari segi usia,

]
1aupun dari segi fisik. Sedangkan kematangan psikologis adalah bila seseorang telah

I

nery wisey J

% 1bid., h. 47
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dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara baik, serta dapat
@

enempatkan persoalan sesuai dengan keadaan subjektifobjektifnya. *°

Menurut perspektif ilmu psikologi, seorang individu dinyatakan dewasa jika

lah lepas atau melewati masa remaja. Adapun masa remaja adalah tahap usia yang

lHwgeidio ye

datang setelah masa kanak-kanak berakhir dan ditandai oleh pertumbuhan fisik secara

n

gepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu,
w
fmembawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta
2

]

kepribadiannya (Daradjat, 1995: 8). Hal inilah yang membawa para pakar pendidikan
gan psikologi condong untuk menamakan tahap-tahap peralihan tersebut dalam
kelompok tersendiri, yaitu remaja yang merupakan tahap peralihan dari kanak-kanak,
serta persiapan untuk memasuki masa dewasa.

Dari perspektif sosiologis, usia remaja dapat diartikan sebagai masa
berintegrasinya seseorang dengan masyarakat dewasa. Integrasi dalam masyarakat
@ewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa
zﬂjber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual

E@ng khas dari cara berpikir remaja memungkinkannya untuk mencapai integrasi

Salam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas umum

A

ﬁeriode perkembangan.

Perkawinan sebagai sebuah institusi, dipandang dari perspektif sosiologis

®s jo A3

alah lembaga keluarga yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia

gue)}

tapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan
anita dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang dibangun

eh pasangan yang secara psikologis belum memiliki kematangan, dapat

1y wsey gied

Y]
2 Dr. H. Andi Sjamsu Alam, S.H., M.H., Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan

Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia (Tuada Uldilag)
Https://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.ld/Images/Artikel/Sinopsis%20desertasi%20andi%20syamsu%20ala

m.Pdf, h. 21
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menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti dapat dilihat pada fenomena anak

©
60

&l
=
[
>
—t
Y]
=

Dalam perkembangan berlakunya ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974,

rutama terkait dengan pasal 7 ayat (1), angka perceraian relatif tinggi yang

a1 wgedio ye

isebabkan oleh faktor kesehatan. Salah satu problem kesehatan yang menyebabkan

rceraian itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita yang pada gilirannya

81 N

engakibatkan pasangan tidak mampu memiliki keturunan.®

Jika pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menentukan usia perkawinan wanita

Id XSS

gada usia 16 tahun, maka peringatan para ahli kesehatan patut dijadikan bahan
pertimbangan untuk merenungkan resiko yang akan terjadi bagi wanita. Beberapa ahli
kesehatan menyatakan bahwa perkawinan dari pasangan usia muda bagi wanita,
terutama di bawah usia 17 tahun beresiko kena kanker serviks.

Perkawinan pada usia matang, oleh beberapa ahli justru menunjukkan manfaat

atau dampak kesehatan yang positif bagi pria. Penelitian mengenai hubungan antara

e

E_erkawinan dan kesehatan pria itu sudah dilakukan sejak awal tahun 1858 oleh

e[S

William Farr, ahli epidemiologi Inggris, sebagaimana ditunjukkan oleh Morabia
@OO4: 112) bahwa kadar hormon stres kortisol pria berkurang sehingga mengurangi

-
Eemungkinan terkena penyakit kronis dan membuat pria hidup sehat lebih lama.

I

Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya

ridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi

ueng jo A}

S

irinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah
pat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu

erbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

nery wsey] g.wz{

0 bid.,
1 bid., h. 21-22
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Usia 21 tahun merupakan usia ideal yang signifikan dalam membangun atau
@

genciptakan sebuah perkawinan ideal. Meskipun usia 21 tahun itu tidak disebutkan
-~

Secara eksplisit, namun dalam keterangan yang sifatnya lebih praktis dari Shihab
@)

—

gQOOO: 212), ditunjukkan bahwa perkawinan ideal itu terbangun dari pasangan yang

berusia matang atau dewasa.
=

= Perkawinan ideal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic demand)
w
Sekaligus tujuan bagi setiap pasangan sebagai manusia normal. Tanpa kebutuhan dan

o
Qgéjuan itu, kehidupan perkawinan pasangan menjadi tidak sempurna. Lebih dari itu,
%enyalahi fitrahnya.

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah
mencapai baligh antara kedua calon suami-istri. Syarat ini inheren dengan syarat-
syarat perkawinan. Di samping itu, terdapat rukun perkawinan seperti yang dijelaskan
Ramulyo (1996: 72), juga oleh Dahlan (1996: 1331).%

Didasari oleh filsafat hukum Islam, ushul ul-figh menegaskan bahwa salah

tu syarat sah perkawinan adalah telah mencapai usia baligh sehingga secara tegas

e[SKPILIS

Barus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat
@) Undang-undang No.1 Tahun 1974, vyaitu; “perkawinan adalah sah, apabila

-
ailakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

I

Usia perkawinan menurut hukum Islam, jika disimplifikasikan dengan syarat

n dasar perkawinan, maka mencapai usia baligh harus meliputi kemampuan fisik

QueImns jo A}

n mental. Secara biologis, calon suami-istri telah mencapai usia baligh karena

giek

itandai oleh perubahan fisik. Adapun aspek mentalitasnya, masih membutuhkan

b |

embinaan secara utuh, tidak perlu kondisi mentalpsikologis yang labil, dan masih

use

pengaruhi oleh faktor kecenderungan praktis dalam kaitan fisik-biologisnya.

negy

2 1bid., 22-23
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Konsekuensi logis dari proses konvergensi konsepsional UU Perkawinan
@

gdonesia dengan pemikiran atau filsafat hukum Islam memungkinkan lahirnya
-~

Variabel pemikiran tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat
e

—

gl), termasuk penetapan usia perkawinan menjadi tepat. Usia perkawinan yang
ditetapkan secara konvergen menjadi bagian dari syarat perkawinan, sehingga

=
tantangan ke depan dapat tereliminasi. Masalah perbedaan usia perkawinan antara

w
pria dan wanita, yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dalam pasal 7 ayat

i
z}) UU Perkawinan Indonesia berangkat dari asumsi bahwa suami harus selalu lebih
gewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini disebabkan oleh karena suami
diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan wanita
ditempatkan sebagai pihak yang subordinatif.®®

Pembedaan usia perkawinan tersebut semakin membakukan peran dan status
antara suami-istri dalam pola relasi yang tidak seimbang, dan pada akhirnya

mendiskriminasikan wanita. Pembedaan itu sangat erat kaitannya dengan pasal

-5}
fembakuan peran yang dituangkan dalam pasal 31 dan 34 UU Perkawinan yang

e[S

gielaborasi secara rinci dalam pasal-pasal KHI mengenai tugas dan kewajiban suami-

DI

g

Kesetaraan dari segi usia ideal, secara lebih tegas dapat dimaknai bahwa usia

FoAJISI9AT

la, yaitu 21 tahun harus sama dengan usia wanita. Masing-masing pasangan suami-

7S

ri berada pada usia 21 tahun dengan pertimbangan bahwa dari aspek psikologis,

guej

siologis, dan kesehatan, keduanya seimbang.

Hal itu dikemukakan disebabkan oleh karena dalam kenyataan, banyak rumah

gey] jraek

ngga yang berakhir dengan perceraian disebabkan adanya perbedaan mendasar di

tara suami-istri. Dalam bahasa agama, suami-istri yang demikian disebut tidak

l'lEg_[ ur

% bid.,
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sekufu. Misalnya suami berasal dari keluarga yang ekonominya mapan sementara istri
@

ceuﬁri keluarga sederhana, atau istri yang berasal dari keluarga yang berstatus sosial
=
finggi sedangkan suami berasal dari keluarga biasa. Perbedaan-perbedaan tersebut
o

gbring menjadi sumber perselisihan berkepanjangan yang pada akhirnya menyebabkan
Eétidakharmonisan keluarga tersebut.

% Sakralitas lembaga perkawinan berkaitan erat dengan eksistensi manusia
g;.\bagai makhluk yang paling mulia di antara mahkluk Allah SWT lainnya.
=

%ubungan-hubungan antara sesama manusia, khususnya hubungan antara seorang
gria dan seorang wanita dewasa dalam rangka penyaluran hasrat biologisnya diatur
sedemikian rupa sehingga tidak liar. Hubungan antara manusia tentu berbeda dengan
hubungan makhluk Allah SWT lainnya seperti binatang. Hubungan-hubungan antara
sesama binatang itu, termasuk hubungan biologis yang tidak diatur sebagaimana pada
manusia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai salah satu

arat untuk mencapai keluarga sakinah adalah memelihara sakralitas (kemuliaan,

[SI®1e1S

we

esucian) lembaga perkawinan. Bagi yang sudah menjalaninya tentu berusaha

g o1

nantiasa menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan keluarganya sehingga

STIATL

erkawinan itu tetap lestari.*
Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan

hidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan pada kematangan jasmani

QUEImMS JO A3

n kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab

bagai suami dalam rumah tangganya (Latif, 2005). Ini dapat menjadi patokan bagi

M giek

ara pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya

use

nery

* bid., h. 23-24
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harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih
@

Buruk baginya.®®

Selanjutnya, untuk seorang gadis, usia pernikahan itu karena adanya

@D

mungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama, harus

emperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat

BN EIwzeldlo ye

enjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaikbaiknya.

Patokan umur itu sesuai dengan pendapat Prof. Sarwono Prawirohardjo dalam

dedAsns

tif (2005) yang dikemukakan di hadapan Sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan

Bl

gan Syara' pada tahun 1955. Dalam kesempatan itu, antara lain menyatakan bahwa,
umur yang sebaiknya bagi pernikahan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa
tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan
persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita kurang lebih 18
tahun.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ntang Perkawinan, terdapat pasal yang menjelaskan usia nikah bagi perempuan

ISEPIeIS

e

akni 16 tahun dan 18 tahun bagi seorang laki-laki.

n?2

Apabila kita memahami apa yang dikemukakan oleh Prof. Sarwono bahwa

STIATU

mur yang sebaik-baiknya bagi pernikahan meliputi suatu masa yang terdiri atas

@A)r

eberapa tahun, walaupun dipandang dari segi kedokteran pada umur 18 tahun itu

lah dicapai kematangan biologis seorang gadis, namun jika diperhitungkan dengan

gUueIgs J

kta-fakta lainnya maka pernikahan lebih baik kiranya dilakukan dalam usia antara

8191{

-25 tahun, dan insya Allah banyak manfaatnya.
Sementara itu, Sudibyo Alimoeso saat penutupan program Eagle Junior

ocumentary Camp Tahun 2013 di Buntet Pesantren, pada tanggal 23 Maret 2013

negy wisey|

® Dr. Hj, Ulfiah Msi., Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan

Problematika Rumah Tangga, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2016) cet. 1, h. 27-28
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mengkampanyekan program BKKBN tentang usia ideal menikah untuk wanita 21
ghun dan untuk laki-laki 25 tahun, atas dasar pertimbangan aspek kesehatan dan
-~

fsikologis yang bersangkutan.®

Terkait dengan perbedaan umur antara calon suami dan calon istri, telah

lw eyd

dimaklumi bahwa minimal keduanya memiliki usia sebaya. Akan lebih baik jika calon

n

sdami lebih tua sedikit dari pada calon istrinya. Perbedaan umur 2-3 tahun, suami
w
lebih tua ataupun sebaliknya, masih dapat dianggap dalam tingkatan sebaya.

Perbedaan usia, misalnya calon suami lebih tua 5, 10 atau 12 tahun, belumlah

Iy EX

%erupakan suatu perbedaanyang besar. Bahkan perbedaan seperti itu akan ada
faedahnya manakala perkawinan mereka sampai pada usia yang lebih panjang. Jika
suami kelak berusia 55 tahun, pada waktu itu istrinya berusia 45 tahun,mereka masih
dapat menjadi pasangan ideal bagi kehidupan suami istri.®’

Apakah perbedaan antara batas usia dewasa dalam sistem hukum Islam dan
;batas usia perkawinan dalam Islam?, intinya definisi dewasa dalam hukum Islam itu
@dah dianggap mampu untuk melakukan sesuatu termasuk melangsungkan
n|§T(_arkawinan. Biasanya tolak ukur kedewasaan dalam hokum Islam itu bisa dilihat dari

ﬁnda-tandan dan juga diukur dari batas usia seseorang. Kedaunya memiliki kelebihan

-
aan kelemahan. Misalnya ada orang yang dari segi umur belum dewasa namun dari

Enda-tanda mereka sudah masuk kategori. Begitu juga sebaliknya dari segi tanda-
9]
E_énda mereka belom masuk kategori namun dari segi umur mereka sudah masuk
%]
=)
Eategroi, biasanya ini berlaku untuk orang yang mungkin ada kelainan. Demi untuk
j=¥]
A
o
2.
=
=
c
—

% Ibid., h. 29
" 1bid., h. 29-30
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sebuah kemaslahatan alangkah baiknya untuk melakukan sebuah pernikahan
@

memenuhi dua unsur baik dari segi umur dan tanda-tanda.®

Kelihatannya batas usia pernikahan yang diatur dalam sistem hokum nasional

1d120 ye

=

ita yaitu usia 19 tahun atau usia 21 tahun sudah memenuhi dua kategori tersebut.

[1w

Ketika persyaratan sudah terpenuhi, untuk melangsungkan pernikahan sangat lah

n

mudah sekali dan tidak perlu adanya penolakan secara adaministrasi dari pihak yang
w
perwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjang

>
Qgéngan dari Pemerintah. Sebaliknya ketika persyaratan adminstrasi tidak terpenuhi
gamun ingin juga melangsungkan pernikahan, hal ini lah yang menjadi penyebab
penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi pernikahan, seperti terjadinya nikah
sirri atau nikah dibawah tangan.

Batas Usia Dewasa Menurut Pisikologi Mengapa dalam telaah kepustakaan ini

perlu dimasukkan usia dewasa menurut pisikologi, karena untuk melangsungkan

Eernikhan perlu sekali untuk mempersiapkan kesiapan fisik yang baik secara lahir

je

fhaupun batin. Oleh karena itu menurut penulis sangat perlu juga dijadikan sebagai

laah teori tentang bagaimana konsep dewasa menurut sudut pandang pisikologi.

arena untuk membangun rumah tangga butuh persiapan pisikis yang benar- benar

SO ATUX) T e[S

lah matang pisikisnya. Karena banyak orang yang ketika belum siap secara pisikis,

I

@A)

khirnya dalam menjalin bahtera rumah tangga berakhir dengan perceraian.

nyebabnya adalah pasangan suami istri belum siap secara pisikis sehingga terjadi

SUEIBS J

kanan yang menyebabkan stres, marah yang tidak terbendung antara suami istri

rta tidak ada yang mengalah dan akhirnya berujung kepada pemukulan,

ey giek

genganiayaan, perceraian dan yang terparah lagi adalah pembunuhan.

% Khoiri, Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Magéashidsyariah: Studi Analisis Tentang Putusan

Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, (Pekanbaru:Pascasarjana Uin, 2021), Disertasi, Https://Repository.Uin
Suska.Ac.1d/49707/2/Disertasi%20khoiri.Pdf h. 43
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Istilah dewasa merupakan organism yang telah matang. Tetapi lazimnya
@
gerujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak- anak dan telah
-~
Menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan
e

—

%émaja yang panjang seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah

menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung
=
dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Dibandingkan dengan
w
fnasa sebelumnya, masa dewasa ialah waktu yang paling lama dalam rentang

=

%hidupan.sg

ne

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja latin disebut dengan istilah adult atau
adolescene yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata adult berasal
dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja adultusyang berarti telah tumbuh menjadi
kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Dewasa dalam
bahasa Belanda adalah VVolwassen yang artinya Vol berarti penuh dan Wassen berarti
t}gmbuh, sehingga volwassen berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh.
S

gleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan
gt_artumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan

~
Erang dewasa lainnya.

g Dalam studi psikologi perkembangan kontemporer dikenal dengan istilah
Eerkembangan rentang hidup (life-span development), yang menjangkau perubahan
{_éjelama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia.
=

Elal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainaya
EEmatangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang
gerkesinambungan mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua.
Eerubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah
=

% Ibid., h.44-45
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saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses
@

c%‘ognitif, dan prilaku individu. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa
-~

Status dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya
e

—

gelum mencapai 21 tahun. Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa

sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40-45 tahun,
=
dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40-45 tahun sampai sekitar usia 65
w
fahun serta mas lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai

=
. .70
meninggal dunia.

c Batas Usia Dewasa Menurut Medis Dalam dunia medis atau kedokteran juga
perlu dibahas tentang konsep dewasa yaitu kapan seseorang sudah waktunya untuk
hamil atau melahirkan keturunan. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah
untuk menciptakan dan meneruskan kelangsungan hidup dan memperbanyak
keturunan atau anak. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu
perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan baik kehamilan mengandung

-5}
Rehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil

ggng pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi. Masa

Eehamilan dimulai dan konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah

-
280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terahir.”

I

Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita

B1S jo &3

emiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada umumnya di

lam rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung

g.m&g.um

ri awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia kehamilan adalah masa

mulai saat konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal 280 hari (40

negy wisey]

0 Ibid., h. 45-46
" Ibid., h. 47
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minggu/9 bulan 7 hari) di hitung dari triwulan/trimester pertama dimulai dari konsepsi
@

Sampai 3 bulan, trimester/trimester ke-2 dari bulan ke- 4 sampai 6 bulan,

qe

friwulan/trimester ke-3 dari bulan ke-7 sampai ke-9.40

d

Manuaba dan kawan-kawan memberikan sebuah definisi kehamilan secara

o
=4
berbeda. Kehamilan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan yang terdiri

n

dari ovulasi (pematangan sel) lalu pertemuan ovum (sel telur) dan spermatozoa
w
{sperma) terjadilah pembuahan dan pertumbuhan zigotkemudian bernidasi

>
Z:genanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta dan tahap akhir adalah tumbuh
Eembang hasil konsepsi sampai aterm).

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
kehamilan adalah proses reproduksi di mana seorang wanita memiliki janin yang terus
atau sedang tumbuh bermula dari pertemuan sel telur (ovum) pada wanita dan sperma
(spermatozoid) pada laki-laki kemudian terjadi pembuahan dan pertumbuhansampai
gengan janin cukup bulan dan sempurna yaitu jika normal kurang lebih selama 280
ziari yaitu 40 mingu atau 9 bulan 7 hari. Usia seorang wanita pada saat hamil
%baiknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun
%au lebih dari 35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang

-
perempuan untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi.”

)
o
1. Perr’;ui;kahan

g. Pengertian Nikah Dan Dasar Hukumnya

w

S

§_ Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya
=S

@aqiqi) dan arti kias (majaz). Arti yang sebenarnya dari “Nikah”, ialah “dham” yang
5'

berarti “menghimpit”, “Menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “
=

=

2 bid., h. 48
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Watha” yang berarti “Setubuh” atau “Aqgad” yang berarti “Mengadakan perjanjian
@

gernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “Nikah” lebih banyak
-~
@ipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarn ya, bahkan “ Nikah” dalam arti

1d

gang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini."®

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang

N X1l

Elaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon isteri) untuk bersama-sama

n

dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian
Q

Euati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.”

c

Adapun hadis Hukum Menikah sebagai berikut :
YIA5) 240 A< V5 o G el 5 0108wl (i aada (AT 53has 4l A58 fal dati #1Ki
coiall Ca3a 53540 (1aa se ik
Nikah itu hukumnya sunah bagi yang sudah merasa butuh. Bagi seorang yang

erdeka (bukan budak) bolen memiliki sampai empat istri, sedangkan bagi budak

21818

Bl

nya boleh dua istri. Seseorang yang merdeka tidak boleh menikahi budak

oIure

erempuan kecuali dengan dua syarat; 1. Tidak mampu memberi mahar bagi wanita

erdeka 2. Khawatir terjerumus pada perzinahan.”

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam

DS Jo Aj1s1agun)

dup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan Kketurunannya,

elainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri

geAggie)]

engan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua

yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uetode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebunuaday ymun eAuey uednnbuad e

qagised] J

Dr. Hidayatullah, S.Hi., M.H., M.Pd., Figh, (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad

Arsyad Af-Banjari, 2019) cet.1 h. 83

Ibid.,
> Galih Maulana, Lc, Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib (Nikah), (Jakarta Selatan:Rumah Figih

Publishing, 2018) h. 4
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keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala
@

s%Frusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah
-~
Segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari

1d

Rebinasaan hawa nafsunya.’

Adapun dasar hukum yang memerintahkan seseorang untuk menikah terdapat

[N X

%Iam Al-Quran dan hadits. Di antaranya sebagaimana yang tercantum di bawah

n

#Ai:QS. An-Nur [24]: 32

eh]

O 5 Kb o 40T 2030 2158 150K o) B85 ilie (o Gpualiall 2&ia aNT 14800
DA 5 Tad (o AT Agiad 2158 ) g0 oK ) 283G 5 2Sale (e Gaaliall g S5 L) ) sasil g

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
%emampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)

"

ggi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur, 24:32)

8

E Hadis nabi Muhammad saw yang Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra.
=

Seliau berkata: Rasulullah £ bersabda: “Wahai jamaah para pemuda, barang siapa di
%ntara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena
§8sungguhnya perkawinan itu lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang
=

aelum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya
]

Bksana pengebirian.” (Mutafaqqun ‘alaih)77

A

o

2.

=

=

c

—

" Ibid.,

7 Hidayatullah Op.cit., h.84
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Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan
@

gendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan
-~

gdalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya
e

—

gerintah Allah dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan

perkawinan, namun perintah dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah tersebut tidak
=
sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak
»
ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan

o
?gzgmcaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis
=

Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka
tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu

wajib.”

Sementara menurut golongan z}ahiriyyah bahwa perkawinan bagi orang yang
mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib, hal ini
%dasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan.
é‘erintah atau al-amr itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang pasti yang
%emalingkannya dari hukum asal perkawinan, demikian juga berdasarkan hadis
Easulullah bahwa nabi SAW akan mengancam orang-orang yang tidak mau kawin.
o
éengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya
Dmubah}, namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan ah}kam al-

=
Ehamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, "yakni di antaranya :

a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu

$¥y] Juredg

ang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu

I

2 hery w

Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H., Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung:

Avrjasa Pratama, 2021), cet.1, h. 29

" Ibid., h. 30
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yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perubatan haram. Kewajiban ini
@

tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.

Q0
-~
o
° b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui
job)
Bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti

emberi nafakh, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, maupun kewajiban batin

perti menggauli (mencampuri) istri.

c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang di sunnahkan bagi orang-orang yang sudah

d EXSNGENI| MBA!

ﬁiampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan
haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik dibanding membujang, sebab

membujang tidak diajarkan dalam islam.

d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk
menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingg ia

elum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.

&
(g°]
:3”:) Lebih lanjut Maz]hab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanbilah menjelaskan bahwa
8
Rukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang. Pertama,

anikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir
aupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan

na. Kedua, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah

jIngyjo Agsiagup)

glenggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (Nafsunya) dari
9 2]

Eerbuatan zina. Ketiga, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang

EOndisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan

E‘;adharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini
=

?ébaiknya tidak menikah terlebih dahulu. Keempat, menikah hukumnya haram, yakni

bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila
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dipaksakan menikah dapat menimbulkan mad}arat, atau menikah dengan maksud
@

i)ﬁhat, dimana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas
-~

flendam, dan lain sebagainya.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas,
@)

—

gahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan

makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.®
Rukun Dan Syarat Nikah

Agar pernikahan menjadi sah menurut hukum Islam, maka diperlukan rukun-

d B)XsSngN|IN

@kun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan
melangsungkan pernikahan. Ketika rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan
seseorang dianggap batal, begitu juga ketika pernikahan tanpa dilengkapi dengan

syarat-syaratnya, maka pernikahannya menjadi tidak sah.**

Menurut Syafi’iyah, rukun pernikahan ada empat, yaitu:1. Akad nikah Akad

3

kah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan

rnikahan dalam bentuk ijab dan gabul. ljab adalah penyerahan dari pihak pertama,

[Sg2je

an gabul merupakan penerimaan dari pihak kedua. Akad adalah manifestasi dari

Jique

erelaan dan bentuk suka sama suka antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan bukalah sekedar perjanjian yang

rsifat keperdataan, akan tetapi bersifat sakral. Akad dinyatakan sebagai perjanjian

<%}

ng kuat yang disebut dengan ungkapan misagan galizan dalam al-Qur’an, yang

S UL NGO AJISIIAT

ana perjanjian itu bukan haya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang

I

nyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung

8| UJ]SE'g_.}

ee

Ibid., h. 31
# Dr. Kh. Imam Mawardi,Ma, Magasid Shari’ah Dalam Pembaharuan Figh Pernikahan Di Indonesia

(Surabaya:Pustaka Radja,2018) h. 46
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oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan bersifat agung dan

@

Sakral

Qo

-~

o

° Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab gabul itu bisa menjadi
job)

sah, yaitu: a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan gabul. ljab berarti

A

nyerahan dari pihak pertama, sedangkan gabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

ontoh penyebutan ijab, “ saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan

NN

%ahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu qabulnya “ saya terima menikahi
%ak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. b.
K/Iateri dari ijab dan gabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk
mahar yang sudah ditentukan. c. ljab dan gabul harus menggunakan lafad yang jelas
dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad
tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat,
sedangkan saksi dalam pernikahan tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan
@eh seseorang. Lafad yang sarih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata
:E;akaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya. d. ljab dan gabul tidak boleh
%enggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan,
E

Earena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.e.
(g°]

fiab dan gabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat. %
e

=]

g 2. Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan Islam hanya mengakui
Eerkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti
E_Ssama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam AlQur’an.
gdapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk lakilaki dan perempuan yang akan
%enikah adalah sebagai berikut: a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan

neil

8 bid.,46-48
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dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain
@

gang berkenaan dengan dirinya. b. Keduanya sama-sama beragama Islam. c.
-~

Keduanya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan. d. Kedua belah
e

—

gihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan

mengawininya.e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan

n

perkawinan. (Amir Syarifuddin :64)%

B)SNg

3. Wali Pengertian wali secara terminologi figh adalah seseorang yang karena

E’edudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam

n

pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan
dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki
yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan

oleh walinya.®*

Menurut Hukum Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada

9]

ﬁga kelompok, yaitu: a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan
géngan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan b. Wali mu’tiq, yaitu
?@seorang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang sudah
=

§imerdekakan c. Wali hakim, vyaitu seseorang yang menjadi wali dalam
iédudukannya sebagai hakim atau penguasa.

=]

»

_:-: Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

%]

=)

9 2]

E. Orang merdeka (bukan budak)

2 o : . :

B. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang
=

diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda

neil

 Prof. Dr. Rifdan, M.Si, Dr. H. Muhammadong, M. Ag, Tata Kelola Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang, ( Makassar: UNM Gunungsari, 2017) cet. 1, h. 54

# Imam Mawardi, op.cit., h. 49
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pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah
@

s;)i?ewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula
-~

menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
@)

—

)]
. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak

@rhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan

g,zgad.

=
w

d. Tidak sedang melakukan thram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis
py)

gébi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya

[3

orang yang sedang
ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh

seseorang.”

e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur ‘alaih). Hal ini karena orang

yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya

sendiri

-5}

ey

E.Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat
8

déengan dosa kecil serta tetap memlihara murah dan sopan santun. Hadis nabi dari
!

=

Aisyah menurut riwayat al-Qutni menjelaslan bahwa “tidak sah nikah kecuali bila ada
(1]

Evali dan dua orang saksi yang adil”

2

E Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu
5

gjkirannya sebab ketuaannya, karena dihawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat

aeA

alam pernikahan tersebut.

nery wisey J
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h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah
@

@enjadi wali untuk pernikahan perempuan muslim.® Dalilnya terdapat pada surah ali
-~

fmran ayat 28

[lw e1d

Rukun keempat dari pernikahan adalah adanya saksi. Akad pernikahan harus

@saksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari
ﬁ;nbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dasar hukum
=

Keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat al-Quran dan

]

g;_bueberapa hadis Nabi. Adapun ayat al-Qur’an, antara lain adalah Q.S. al-Thalag/65: 2.

c

Adapun hadis Nabi, antara lain adalah dari Amran ibn Husein menurut riwayat

Ahmad, yaitu:
O g G5 s Vs &Y

Terjemahnya: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi

>
«©

fab]

o

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat, bahwa saksi itu berjumlah paling

ZIwie|s] 23e%S

rang dua orang laki-laki yang beragama Islam, kedua saksi tersebut bersifat adil dalam arti

ak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga

103U

uruah, dan kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.®

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan saksi dalam akad nikah

ngat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat

gz{g gei[ns jo A}

hnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh

I

inimal dua orang saksi. Seperti yang dijelaskan oleh Hadits Nabi SAW. Yang

sy J

iriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: “tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua

ner

# Imam Mawardi, op.cit., h. 50
¥ Rifdan, Muhammadong, op.cit., 58
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saksi yang adil...”Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan
@

gyaratsyarat sebagai berikut: [ Laki-laki muslim[] Berakal sehat[] Baligh [1 Adil

éeragama dengan baik) [1 Mendengar dan memahami sighat akad (dalam Pasal 25
gHI disebut dengan istilah tidak tuna rungu atau tuli). Pasal 26 KHI menyebutkan
Ee;lhwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
%enandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.

w
Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya

2
gﬁﬁb kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon
=

fmemepelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk
kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain,

bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan

yang suci tersebut (Jamaluddin, 2009:42).%
. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Secara lebih rinci, pembatasan usia baligh menurut para ulama adalah sebagai

rikut;

a. Mayoritas ulama Menurut mayoritas ulama, anak telah bermimpi sehingga

engeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak

&JIEBAIUH a[mg]sl ajeis O

perempuan, atau usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.

b. Imam Abu HanifahImam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh

1gig uejng

inimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh

I

gi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga,

nETY WISesy J

8 Prof. Dr, Jamaluddin, Sh, M.Hum, Nanda Amalia, Sh, M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan,

(Lhokseumawe:Unimal Press,2016) h. 68
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keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9
@

tahun (usia yang biasanya seorang wanita sudah menstruasi).

c. Imam Malik Menurut imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan
erempuan adalah sama, yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18
hun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau

penuhi oleh seseorang. Lebih terinci lagi, madhhab Maliki memberikan Kriteria

NN ME ! erdio ye

Ealigh ada 7 macam, 5 macam berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan
gmacam berlaku khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan
gdalah menstruasi dan hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi lakilaki dan
perempuan adalah keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut

di sekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indera penciuman hidung menjadi

peka, dan perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal, sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul
aka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun

emasuki usia 18 tahun.

N1 STWB[S] Je3S

Terkait tumbuhnya rambut pada area organ intim yang menjadi tanda baligh

ISTIATU

agi seseorang, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ulama madhhab

anafi berpendapat bahwa tumbuhnya rambut. pada organ intim bukan merupakan

/NS Jw A3

nda baligh secara mutlak. Ulama madhhab Hanbali dan satu riwayat dari Abu Yusuf

ri madhhab Hanafi berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim

z{g.ue

IR

erupakan tanda baligh secara mutlak.

Ulama madhhab Maliki terbagi menjadai dua pandangan. Pendapat pertama

eIy WISEY 3

engatakan bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda baligh

-

secara mutlak, dan inilah pendapat yang terkenal dalam madhhab Maliki. Pendapat
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kedua mengatakan bahwa tumbuhnya ranbut pada area organ intim merupakan tanda
@

g)léligh yang menyangkut hak-hak anak Adam dalam beberapa hukum seperti gadhaf
-~

{menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan.
e

—

g\dapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah SWT., maka tumbuhnya rambut

pada area organ intim bukanlah sebagai tanda baligh. Sedangkan ulama madzhab
=
Syafi“i berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan tanda
w
paligh untuk orang kafir. Adapun bagi orang Islam, maka mereka berbeda pendapat.
o

%\tu pendapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda baligh sebagaimana

4]
erang kafir, dan pendapat lain mengatakan bahwa hal tersebut bukan tanda baligh.

Dalam pandangan fikih, ulama sepakat bahwasanya tanda-tanda kedewasaan
adalah ketika seseorang baligh. Adapun tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi

basah sedangkan bagi perempuan adalah haid. Hal ini didasarkan pada surat al-Nur

ayat 59

Ch

% Al-Qur“an maupun Hadis tidak mengatur secara tegas batasan usia dewasa.
@

gehingga dalam menentukan usia kedewasaan para ulama berbeda pendapat.
Eerbedaan tersebut sangatlah wajar, karena secara sosiologis para ulama mempunyai
=

éerbedaan, begitu pula dalam metodologi penggalian hukumnya. Beberapa batasan
42]

‘gsia dewasa yang ditawarkan oleh para ulama adalah sebagai berikut: Pertama, ulama

g

afi“iyah dan Hanabila menentukan bahwa masa dewasa adalah ketika seseorang

erempuan sudah mengalami haid dan sudah pernah mengalami mimpi basah bagi

FeAgme)

ki-laki. Akan tetapi, setiap anak dan setiap daerah memiliki kecenderungan

J

edewasaan secara biologis tersebut secara berbeda sehingga para ulama Syafi“iyah

I

nery w
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dan ulama Hanabila memberi batasan kedewasaan dengan umur. Menurut kedua
@

Relompok tersebut kedewasaan awal terjadi mulai umur 15 tahun.®

1010 e

. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan

K jiw e

erkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita

encapai usia 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang

&S N

erbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur

e

” . Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan

ne
O
-+
=
o
=)

disamakan menjadi usia 19 tahun. Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang
adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan
sejahtera sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik
g}ernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif.
%an Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini
?empengaruhi secara negatif masa depan perempuan, kerena pernikahan usia dini
;:j.(an membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan

@-elakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut (Alfa,

2019:52).%
(=)

Usia perkawinan pada Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974

uejng j

Sebelum diubah memiliki pasal yang bertentangan dengan undang-undang
j=¥]
E’erlindungan anak. Dalam undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23
o

gang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak

-

% Moch. Nurcholis, op.cit,. 53-56
# Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum

Islam Dan Hukum Positif, (Malang: Uin,2020), Jurnal limiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 3 Tahun
2020 h. 9
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yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini
@

gemberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut
-~

Sebagai anak-anak. Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas
e

—

%8 tahun. Dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum

(13

dalam undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 yang berbunyi
=

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab: a) Untuk mengasuh, memelihara dan
w

fendidik dan melindungi anak b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan

2
%mampuan, bakat dan minatnya. ¢) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-
<.

anak. Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah

usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.

Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putrabatas, usia
perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan
adalah 22 tahun” , dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang
S[ntuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga. Menurutnya
5

anak dibawah usia 20 tahun belum bisa menjalankan fungsi keluarga seperti mencari
+¥]

=
pafkah. Kemudian tepatnya pada tanggal 16 September 2019 dengan perubahan

n

Endang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan

SIo

gpabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR.

oA

Remudian menurut Totok Daryanto selaku wakil ketua Badan Legislasi DPR

ns

Menjelaskan ketika laki-laki dan perempuan ingin menikah tapi belum memenuhi

Su

-

arat umur minimal harus mendapatkan disepensasi dari pengadilan setempat dengan

I

%njelasan dan alasan yang kuat (Tsarina Maharani,2019). Perubahan batas usia
0

fersebut agar sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang anak.”

nery

% bid., h. 10-11
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Perspektif Medis tentang Batas Usia Menikah Dari sudut pandang kedokteran,
@

;)%seorang yang masih berusi di bawah 19, organ-organ reproduksinya masih dalam
-~

Kondisi labil. Pada masa remaja ini, alat reproduksinya belum matang untuk
e

—

%helakukan fungsinya. Rahim (uterus) baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20
tahun, karena pada masa ini fungsi hormonal melewati masa yang maksimal. Pada

=
gsia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan

w
kontraksinya, sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat rupture (robek). Remaja

s
Qgéhap awal juga berisiko paling besar menghadapi masalah dalam masa hamil dan
=

fhelahirkan anak, BBLR, kematian bayi dan abortus. Pada fase ini cenderung memulai
perawatan prenatal lebih lambat daripada remaja berusia lebih tua dan wanita

dewasa.™

Pada usia 14-19 tahun, sistem hormonal belum stabil, kehamilan menjadi tak
stabil mudah terjadi pendarahan dan terjadi abortus atau kematian janin. Usia

kehamilan terlalu dini dari persalinan memperpanjang rentang usia reproduksi aktif.

9

Hal ini dapat mengakibatkan risiko kanker leher rahim di kemudian hari.

N drure

Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia

I@ATU

bawah 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul darinya, yakni:

a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahwasanya remaja perempuan yang

Bns jo £i1s

mil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah.

Ag ue

al tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh.

EJE

yi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-

:500 gram dan Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi

Nery umsey|

©

! Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, Ma, Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia

Perkawinan Di Jawa Timur , (Surabaya:Pustaka Radja, 2018) h. 25
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masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat
@

gertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran

A

prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

b. Pre-eklampsia dan Eklampsia (keracunan kehamilan) yakni Kombinasi

g !liw eyd

adaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan

BN |

rjadinya keracunan hamil dalam bentuk preeklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia

n eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.

c. Abortus atau Keguguran, pada saat hamil seorang ibu sangat

nery egsn

memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktorfaktor alamiah dan

juga abortus yang disengaja, baik dengan obatobatan maupun memakai alat.

d. Kesulitan Persalinan adalah Persalinan yang disertai komplikasi ibu
maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak
j:;anin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan persalinan
gang salah Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun
==;i’f]asih tergolong sangat mudah untuk melakukan perkawinan mereka biasanya tidak

%han dengan rasa sakit sehingga dilakukannya operasi lebih besar daripada
-

(]
ghelahirkan secara normal.

<
(=)
i e. Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR)
=

Earena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin

9 2]
‘Besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.
=

A
= Dr. Ali Sibran M berpendapat tentang usia perkawinan yang ideal menurut
=

Hmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-
j+¥]
=

laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka
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sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi
@

gembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.*

Hal ini apabila dibenturkan dengan prinsip maslahah maka akan sangat

1T ejdio y

ertentangan. Dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini bisa mengakibatkan mafsadah

g besar dan sangat merugikan untuk pihak wanita. Sehingga melalui teori az-

f‘éﬂ!l

I

—

_ah pernikahan usia dini menurut Khoiruddin Nasution haruslah dilarang,

SN

enggunakan metode Sadd azzari,,ah.

ey egsn

Penelitian Terdahulu

Sejauh ini belum di temukan adanya penelitian yang sama-sama membahas
Efektivitas Usia Perkawinan Pasca Berlakunya Uu No 16 Tahun 2019 Di Tinjau
Menurut Hukum Islam (Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”

permasalahan yang sama mengenai “ Efektivitas Usia Perkawinan Pasca
Berlakunya Uu No 16 Tahun 2019 Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Di Kecamatan
%’ualang Kabupaten Siak)” adapun penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Noer Azizah, Tesis, (Implementasi
Qndang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori
Efektlwtas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama
Eumenep) Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, Untuk mendiskripsikan fenomena
Bernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan
guésudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia
Rikah. Kedua, Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun
52:019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama

gumenep perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.*®

1y wise

§ Ibid., h. 26
> Noer Azizah , Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah

Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama
Sumenep),Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh fatullah, dilema pengaturan dispensasi
%Win di indonesia (analisis hukum islam terhadap undang-undang nomor 16 tahun
2019 dan perma no 5 tahun 2019), (iain) bengkulu 2021, penulis memandang bahwa
%erkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya
gndang-undang no. 16 tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi

masyarakat indonesia terutama para pencari keadilan yang mayorits muslim.

NIN

Perbedaan penelitian ini lebih mengfokuskan kepada dispensasi perkawinan.

Hagaimana tata cara dalam menyelesaikan suatu perkara dalam perkawinan yang

S

melanggar ketentuan yang berlaku di dalam islam.

Penelitian yang pernah dilakukan Evy Susanty, dengan judul tesis, Perkawinan

neiy e

Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Figih Islam, Kompilasi Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Universitas
Sumatera Utara Medan 2014, adapun hasil penelitianya Pengaturan tentang
perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua dalam Figih Islam, KHI dan UU

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masing-masing tidak dibenarkan.

Perbedaan penelitian ini penjelasannya lebih mengarah ke hukum yang sudah
gitetapkan. Dan juga menganalisa teori-teori hukum yang bertentangan dengan
Kehidupan masyarakat.

dTuIe|s

Selanjutnya, Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di

Eantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang-Undang No 1

I

ﬁahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam ).Universitas Islam Negeri
Elledan Sumatera Utara 2017, adapun hasil penelitiannya Perkawinan anak di bawah
8mur dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Ealam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah
%)abila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka
Eerdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
aélam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19
%hun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut
E@tentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan

ﬁenting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.
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Adapun perbedaaan penelitian ini hanya meneliti di suatu Lembaga saja dan
@) . . .. .
rpengamati bagaimana kondisi masyarakat dalam mematuhi peraraturan-peraturan

?tang ditetapkan oleh syari’at maupun undang-undang

ejdio

Penelitian oleh achmad rif’an dinamika perkembangan ketentuan batas minimal usia
perkawinan di Indonesia. bab pembahasan mengenai dinamika perkembangan batas usia
gérkawinan ada beberapa kesimpulan yang semestinya dipahami, terutama dengan
h—:[enggunakan kacamata sejarah sosial. perkembangan tentang aturan dalam pembatasan usia
gzgrkawinan dari uup hingga sekarang telah mengalami beberapa fase. fase dahulu dimana usia
%erkawinan tidak menjadi sebuah keharusan atau menjadi sebuah syarat mutlak, namun
gmakin berkembangnya zaman, perubahan sosial kemasyarakatan, budaya dan teknologi,
§ntunya perlu sebuah terobosan pembaharuan hukum pada batas usia perkawinan di

c .
indonesia.

Perbedaan penelitian ini ialah menganalisa perkembangan yang terjadi di masyarakat
tentang perubahan social dan kondisi suatu tempat dan menjelaskan fase-fase perkembangan

terdahulu.

Seterusnya penelitian oleh rama dandi efektivitas regulasi batas usia nikah dalam
undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974
$Bbagai syarat pelaksanaan perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota
%umai) Para narasumber mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang usia ideal untuk
genikah. Tetapi, mayoritas dari mereka menunjuk usia 20 tahun ke atas sebagai usia ideal
Entuk menikah dengan pertimbangan bahwa usia tersebut sudah terbilang matang baik secara
Esik atau psikis. Di samping pendapat mayoritas tersebut, masyarakat awam berpendapat
jahwa usia ideal pernikahan berdasarkan baligh-nya seseorang. Artinya, laki-laki sudah
%engalami mimpi basah dan perempuan sudah mengalami haid. 2. Menurut pendapat
Earasumber tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi. Diantara
gktr—faktor tersebut adalah sebagai berikut: a. Rendahnya pendidikan; b. Pergaulan yang
grlalu bebas; c. Faktor ekonomi, dan d. Broken Home.

Perbedaan penelitian ini lebih fokus kepada pertimbangan masyarakat mengenai

ran usia perkawinan yang terbaru.
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METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang maksimal layak serta valid perlu disusun rangkaian
metode yang akan dijadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan
metode sebagai berikut.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana data dan sumber

diperoleh dari lapangan yang sesuai permasalahan yang diteliti.

. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama.**

Sebagai berikut:

Buku, Kompilasi hukum islam edisi lengkap, di terbitkan oleh CV, Nuansa Aulia,
2020.

Buku yang di tulis olen Moch. Nurcholis, M.H, dengan judul,Usia Perkawinan Di
Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Magashid Perkawinan
Dalam Hukum Islam

Buku Figh yang dikarang Dr. Hidayatullah, S.Hi., M.H., M.Pd.,

Buku, Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa
Timur, yang ditulis oleh Dr. H. Ahmad Imam Mawardi

Jurnal yang di tulis oleh Santoso, dengan judul, Hakekat Perkawinan Menurut
Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat

Uu no 16 Tahun 2019

* Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana 2008) h. 122
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. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur -literature lain

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Seperti: ,

Tesis yang di tulis oleh Teguh Anshori, S.Sy., S.E, dengan judul, Batas Usia Ideal
Perkawinan Perspektif Magasid Syariah

Buku yang di tulis oleh Moch. Nurcholis, M.H, dengan judul,Usia Perkawinan Di
Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Magashid Perkawinan
Dalam Hukum Islam

Buku Figh yang dikarang Dr. Hidayatullah, S.Hi., M.H., M.Pd.,
Buku, Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa
Timur, yang ditulis oleh Dr. H. Ahmad Imam Mawardi

Jurnal yang di tulis oleh Santoso, dengan judul, Hakekat Perkawinan Menurut
Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat
Jurnal Yang Di Tulis Oleh Yusuf, Dengan Judul Dinamika Batasan Usia

Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam

" ¢. Lokasi Penelitian

(]
-t

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Karena dampak

media social terhadap pernikahan usia dini terdapat di lokasi tersebut.

-+

d. Sub?ek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
yang pernah terlibat dengan hal yang berkaitan

2. Objek Penelitian ini adalah “ Efektivitas Usia Perkawinan Pasca Berlakunya Uu No
16 Tahun 2019 Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Di Kecamatan Tualang Kabupaten

Siak)”
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e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan Tualang yang
Qmewakili. Dari populasi tersebut, penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik
épurposive sampling. Purposive sampling ialah salah satu teknik sampling non random
isampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab

-~

permasalahan penelitian. Ciri-ciri yang dimaksud adalah dari tingkat pengetahuan, sampel
yang peneliti ambil ada tiga sasaran yakni ahli yaitu KUA, tokoh masyarakat dan

masyarakat.

=h Ul s|n} eAuey yninjas neje ueibegss diynbusw Bueseo

Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung atau suatu usaha penulis untuk
mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar
terhadap objek penelitian.”

. Wawancara (interview) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi
(data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.

C. Studi Pustaka, yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah

:Jaquins ueyngaAusilu UEpP UBYWNJUBOUSW
93]

yang menjadi obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi,
ensklopedia, dan sumber-sumber lain.

g. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode
analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

»
=

% Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, (Jakarta:
Rhineka Cipta, 2002), cet. ke-I, h. 197
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h

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Karena permasalahan

1

yang di teliti terdapat di lokasi tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian

=
Subjek penelitian ini adalah masyarakat Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

.-m n

yang pernah terlibat dengan hal yang berkaitan
b. Objek Penelitian ini adalah Efektivitas Usia Perkawinan Pasca Berlakunya Uu No 16
Tahun 2019 Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Di Kecamatan Tualang Kabupaten

Siak)”
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@
A
= PENUTUP
(@]
= .
Kesimpulan
=
= Aturan batasan umur yang dilakukan oleh pemerintah dengan merevisi
c
Hndang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor
w
&6 tahun 2019 tentang Peubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan
=
QO

Analisis yang tepat demi kebaikan dalam berumah tangga, namun undang-undang ini

e

belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi masyarakat terutama di Tualang.
Walaupun sudah di sosialisasikan perkawinan ini akan lebih banyak kendala
penerapannya di masyarakat desa, yang sudah mempunyai budaya, konsep, cara
pandang, adat yang sudah lama mengakar dan hidup dalam lingkungan

masyarakatnya. Untuk merubah cara pandang dari masyarakat desa dan agar

%asyarakat dapat menerima serta menjalankan apa yang menjadi tujuan dari undang-
:ﬁ;dang diperlukan suatu langkah yang maksimal untuk memberdayakan pejabat
éaerah serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

g' Berdasarkan analisa hasil penelitian tentang efektivitas Batasan usia
Eerkawinan (studi Kasus Kecamatan Tualang), dapat disimpulkan bahwa: 1.
E{enerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
?entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia
Eerkawinan di Kecamatan Tualang belum maksimal..

,%: Berdasarkan statistik data pernikahan, kasus pernikahan dini mengalami
®

Eéningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang

I

ﬁerkawinan, yaitu sejumlah 13 kasus pada 2 tahun sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan tersebut didasari oleh perbedaan batas
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minimal untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
@

fRenjadi 19 tahun bagi keduanya.
-~
Saran

Solusi yang terbaik dalam pencegahan perkawinan yang belum cukup umur

lw eyd

lah adanya sanksi. seperti dalam adat istiadat terdahulu ketika ada kasus pernikahan
=
éi bawah umur yang tidak sah menurut syari’ah maka dikenakan sanksi apakah itu di
w
fisir dari kampung ataupun di denda dan diberi hukumann lainnya sehingga

s
D . . : .

mpemberikan efek jera bagi yang melakukan dan yang menyaksikan kasus tersebut.
-~

flamun karena tidak adanya sanksi yang mengikat dalam aturan batasan usia
perkawinan ini maka tentu hanya bisa memberikan pencerahan maupun sosialisasi

saja kepada masyarakat setempat namun itu hanya memberikan ilmu pengetahuan saja

tidak ada menimbulkan ketakutan ataupun kepatuhan dengan peraturan yang di buat.
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